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RINGEASAN

FPerbahzruan  terhadap hukum pidana Indonesia vang
dilakukan saat ini merupakan pilihan terat dan
seralasan. mengingat zecara rolitis, scsliologis,
Praktis maumun adaétif sebagaimana dikemukakan para

hultum ridana agar huliuam pidana di Indonesia,
1 XUHP vang masih dinvatakan berlaku ini rerlu

nklus

inklus=i
divvkeh atan dibaharui karena tidal akomodatif dengan
kFebutuvhan masvarakat.

Yaiian terhadap hokum adat atau hukum vang hidup
dalam  masvaralkat sebagai salah satu bahan masukan bagi
rembaharuan hukumn pidana dimaksud, patut dihargai dan
dilanjutkan dengasn berbagai penelitian. Salah satunya

zlzten hulum pidana  adat kelautan di kepulauan
Maluku Tszngah,| atau vang dikenal dengan hukum
. Szosrs soaiologi@ mauptn antropologis, eksistensi
hukum adat kelautan memang masih diakui oleh

arzlat  hingza kini. Hal ini terlihat Jelas dari

1o,

' i
e

‘r m
=
.
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I relanggaran . vang terjadi, di mana proses
™ o hulbumnve sendiri masih dilakokan oleh petugas

£ W ovang dissbut| dengan kewang Jlaut.
hazil  inventarizasi  peraturan hukum, baik
=rhadap hukum sasi maupun reraturan kewang di
Fulanan Leass Maluku Tengah, ditemukan
zas hukum. ¢i mana dari hasil kajian dengan
- ukuran nilai-nilai Nagional, yakni Pancasila
tigs asmaz Bulklun vang paling mendasar yang
wnangziean bagl pembsharusn hukum pidana, yvakni:
rerlindungan: (h) asas keseimbangan: dan (c)

Farugian. .
muan terhadar asas-asas  hukunm adat ini
} hab merupakan keseluruhan pikiran
a

manuzia, alam dan tradisi yang
kelompok masyvarskat diperlakukan
dan pengakuannya. Demikian rula
um ridans adat  kelautan, vang
iran-pikiran dasar mengenali bagaimana
rah regsisir pantai dijaga,
zerta dimsnfaatkan secara baik

21 bagi kepentingan hidup bersama.
¥ rtl inilah yang sehenarnya merupakan
e 1k rakat Maluku Tengah.
£kz kebijaksan terhadap pembaharuan hukum
i Indonesia. asas-asas  hukum yang ditemukan
ter merupakan  ide/Nonzep/pemikiran dasar vang
el ! dilmplementacikan ke dalam tiga persoalan
Jazer  dalam holum ridans, vakni (a) tindak pidana; (b)
pErianggungiavwahan pidanz: dan (¢) pidana.
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PENDAHWHUOT AN

A. Tatar Beiakang

Pembangunan hukum nasional vang dilakukan setelah
Proklamasi ¥emerdekaan Republik Indonesia tanggal 17
Agngstus 1045 mevrupalkan tekad remerintah untuk
menunjukan identitas bangsa herdasarkan filosofis dan
bndava vang diéiliki. Ini Dberalasan karena sejak
kemerdekaan ditemui keaneka-ragaman hukum warisan
kolonial. Untuk menggantikannya. melalui pemerintahan
Orde Baru pembangunan hukum Indonesia dikonsepkan ke
dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun {Repelita)
sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN).

fecara sistematis dan terencana pembangunan hukum
haru  dimulai sejak tahun 1974 guna menciptakan budaya
dan eistem hukun Indonesia, walaupun disadari sejak
Pembangungan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama (PJP Iy,
rembangunan hukum hanva dialokasikan sebagai salah
satu  sektor pembangunan.

Dengan pengalaman demikian, dalam GBHN Tahun 1993
vakni melalui TAP MPR No. II/MPR/1993 pandangan dan
konsep mengenai Sistem Hukum Nasional serta arah
perkembangannyva semakin jelas dan sistematik. Hal ini

nampak Jelas dalam rencana strategi Pembangunan Hukum

DT PUSTAK-URDID




Nagional pada Jangka panjang kedua (PJP II) sebagai-

mans diatur dalam Bab T huruf ¢ butir ((5), vang
menzZegariskan Sasaran Jangka Panjang Pembangunan

Hidang Hukum untuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap
Kedua meluputi:

Terbentuk dan berfungsinva sistem hukum nasional
vang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-
[Indang Dasar 19245 dengan memperhatikan kemajemukan
tatanan hukum vang berlaku vang mampu menjamin
kepastian. ketertiban, penegakan. dan perlindungan
hukum vang berintikan keadilan dan kebsanaran, serta
mampli mengamankan dan mendukung pembangunan
nazional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana
dan prasarana vang meTadaj serta masyarakat vyang
sadar dan taat hukum. -

Berdazarkan konsep tersebut selanjutnya Sunarvati
Hartono mengomentari. 2 bahwa diperlukan adanya acuan
dan pegangan seluruh  bangsa Indonesia, khususnyva vang
berkecimpung dalam bidang hukunm untuk secara bertahap
sampai sgasaran lima tahun maupun sasaran Jangka
panjang, vaitu berfungsinya Sistem Hukum Nasional
kita secara mantap dalam negara hukum Eepublik
Tndonesia.

Menarik untuk disimak adalah bahwa berfungsinya

Sistem Hukum Nasional harus memperhatikan kemademukan

tatanan hukum yang berlaku. Menurut Sunaryati Hartono:

1} Lihat untuk itu TAP MPR No. TI/MPR/1993, Tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara, Aneka Ilmu, Semarang, 1993

?) Sunaryati Hartono (I}, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
(Materi Hukum, Proses dan Mekanisme Dalam PJIF IT) dalam
Majalah Tlmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat PARJADJARAN,
Jilid XXII. No. T Tahun 1993, Fakultas Hukum Universitas

Padjadiaran, Bandung, 1995, hal. 29




Daliam menvusun rencana dan  program pembangunan
hukum untuk  kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang
Tahap ke-1I diperlukan wusaha untuk menginventa-
risasi, nengkompilasi. dan mengharmonisasikan
unsur-unsur kemajemukan tat%nan hukum vang ada itu
dengan Cita Hulkum Nasional. ©

Bila diperhatikan keadesan pembangunan bidang hukum
di Indonesia saat ini, dapat disimpulkan bahwa arah dan
sasaran vembangunan bidang hukum sejak Pembangunan
Jangka Panjang Tahap ke T hingga Pembangunan Jangka
Paniang Tahar ke II  sudah semakin Jelas. Hal demikian
terlihat dalam GBHN 1998 (TAP MPR No. II/MPR/1998), vang
menegagkan:
Pembangunan bidang hukum dalam Sararan Pembangunan
Lima. Tahun Ketuiuvh adalah '"Terwwiudnyva sistem
hukun nasional vang bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 melalul penataan hukum
nasional dengen memantapikan kerangka sistem hukum
nagional, penginventarisasian dan renyesuuaian
unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan

hukum nasional, peningkatan kualitas penegakan dan
tertib hukum. pembinaan aparatur hukum, sarvana dan

rrasarana  hukum yvang memadai serta peningkatan
kesadaran., kepatuhan, ketaatan hukum, disgiplin
nasional gerta lebih dihormati dan dijuniunsg

tingginyva hak asasi manusia demi terwuiudnya

budaya hukum daﬁam rangka prembangunan dan.

pembaharizan hukum. °

Bards Nawawi Arief ketika membahas masalsh
rembangunan Sistem Hukum Nasiocnal Juga mengemukakan
hahwa pembangunan sistem hukunm nasional (SHN) di

samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional

dan pergaulan intermnasional, namun Juga harus

3) Thid, hal., 31

4) TAP MPR No. II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,
Aneka Ilmu, Semarang, Cetakan T, Tahun 1998




hersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan
aspirasi hukum vang hidup dan berkembang di dalam
masvaralkat . Jadi diharapkan ada identitas atau
karakteristik SHN Indonesia. °

Pamikiran ind beralasan karena dari berbagail
kegiatan ilmiah vang pernah dilaksanakan, seperti
Seminar Hukum Nagional Ke-T Tahun 1963, Simposium
Pemhaharuian Hukum Pidana Nasional Tahun 1880, Seminar
Hukum Nasional Ke-IV Tahun 1979. bahkan Seminar Hukum
Nasional ke-VI Tahun 1884, dan ditunjang oleh beberapa
kebijakan legislatif s=elama 1ini, ditemui beberapa
rekomendasi dan pemikifan mengenai pentingnya upaya
untulk melakukan kaijian/penelitian hukum" adat atau
nilaji-nilai hukum wvang hidup dalam masyvarakat. Tidak
hanva 1tu. masalah pengkajian terhadap hukum adat ini
sebenarnva Juga menjadi perhatian dari berbagai
kalangan. teristimewa para pakar hukum selama ini.

Menurut Barda Wawawi Arief, pada hakikatnva kajian
hukum adat dan hukum vane hidup merupakan upava untuk
lebih memahami sistem/keluarga hukum "vang lain”
daripadsa vang  selama ini kita warici dari zaman
penjiajahan, valtu dari sistem/keluarga hukum kontinental

&

atau "Civil law”. Pada bahagian lainnva. Barda Nawawi

3} Barda Mawawi Arjef (T), Permasalahan _Hukum = Adat  Dalam
Pembangunan Hukum di Indonesia, dalam Majalah Masalah-Masalah
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pipanegoro, Semarang, Nomor 3
Tahun 1997. hal. 23

&) Thid., hal. 24.
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Arief Juga menegaskan:

"... oleh karena itu. dilihat dari sudut per-

bandingan hukum, sistem hukum pidana menurut pola

KUHRP/WvS vang s=aat ini berlaku (yang termasuk

"Civil Law System” atau “The Romano-Germanic-

Family'") memang bukan satu-satunya konsep untuk

memecahkan masalah hukum. Masih ada konsep atau

gigtem hukum lain vang sepatutnya dikaji untuk

lebih memantapkan upayva pembaharuan hukum pidana di

Tndonesia. 0leh karena itulah sepatutnya dilakukan

kajian perbandingan7terhadap berbagai alternatif

sistem hukum lain'.

Khususnyva dalam bidang hukum pidana, Kongres-
kongres PBB mengenal “The Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders”. antara lain Juga membilcaralkan
hal-hal mengenal  perlunyva  perubahan terhadap sistem
hulsum pidana vang sudah ketinggalan zaman dan tidak
sesuai dengan K kenvataan, sebhab tidak bherakar pada
nilai-nilai budava masvarakat. EKongres menghimbau
untuk perlunva dilskukan pemikiran kembali terhadap
kegeluruban kebijakan kriminal (o rethink the whole
af criminsl policy!, termasuk kebijakan di bhidang
hukum pidana. a

Hirmbauan dimaksud ssbagai upava untuk senantiasa
melalkukan “Pendekatan humanis', "Pendekatan kultural"
dan  "Pendekatan religius”. vang menurut Barda Nawawi

Arief harus diintegrasikan ke dalam pendekatan

razional vang berorientasi pada kebijakan (policy-

7) Barda Nawawi Arief (TI), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan  dan
Pengembangan  Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
hal. 117

) Barda Nawawi Arief (I). Loc. Cit.




ariented approach). 9

Memahami rpenielasan di atas. dapat disimpulkan
betapa pentingnva usaha untuk mengkalji serta menggali
kembali Sistem Hukuwm Nasiconal., termasuk hukum pidana
Indonesia vang hersumber pada nilai-nilal hukum
tradisional. Sedjalan dengan pandangan demikian, Roeslan
Saleh heromentar:

.. hal keberlakuan hukum pidana adat khususnya
parlu mendapat pengkajian. Ada hal vyang memang
dapat disusun dan akhirnva disistematik sedemikian
rupa, sehingga dia dapat berlaku sebagai bagian
dari bukum pidana keselurvhan, yvyaitu yang dapat
dimasukkan ke dalam hal-hal vang meniadakan
kesalahan tersangka/terdakwa. ataupun hal-hal vang
akhirnva membenarkan pevbuatan tersangka/terdakwa,
hal-hal vang dalam ajaran hukum pidana termasuk
dalam ajavaqﬂ melawan hukum materiil dan ajaran
lkesalahan.

Terlepaz herbagal kesulitan vang mungkin ditemui
dalam menggali kembali hukum vang hidup di masvarakat,
vang Jelas keinginan membansgsun  Sistem Hukum Nasional di
Indonesia berdasarkan nilai-nilai hukum tradisionil
vang beraneka corak ragamnva harus diusahakan.

Di kevrulauan Lease Maluku Tengah, hingga ini masih
dikenal silstem hukum pidana adat kelautan vang dapat

dikategorikan sebagal salah satu sub Sistem Hukum

Nasional. Masgvarakat di sana menyebutnya sebagai hukum

?) Ibid. hal. 24

10) Roeslan Saleh (F), Perkembangan  Pokok-Pokok Pikiran Dalam
Konsep . KUHP Baru, Bahan Penataran Masional Hukum Pidana
dan Kriminoloni di Universitas Diponegoro, Semarang, 3 - 15
Desember 1993, hal. 30 - 31




sasi clavt), 11

Disebut sistem thukum vpidana adat. karena inti
dari Jarangan dan keharusan yang terkadung di dalamnya
merupakan delik adat vang bertiijuan menjaga tata
tertilh  dalam masvarakat, teristimewa vang herkaitan
dengan Tungsi  lingkungan laut. 12 Jika terdapat
pelanggaran. maka diperlukan adanya reaksi yvang berupa:
{a) pengensan sanksi adat sesuai dengan perbuatan yvang
dilakukan: (b) pemulihan kembali keseimbangan (kosmis)

vang terganggu tLersebut, berupa pemenuhan kewajiban

adat .
Sebagasi  sistem hukum. hukum pidana adat kelautan

Juga memiliki komponen (a) substansi hukum;: (b) struktur

hukum: maupun () kultur bhukum. 13

1Y Hukum sasi merupakan kumpulan aturan yang antara lain berisi-
kan larangan dan atau keharusan yang bertujuan untuk
menirga  dap memelihara pelestarian fungsi lingkungan (darat
dan laut) guna kepentingan hidup bersama. Istilah Sasi sendiri
adalah suatu bentuk khusus dari istilah poso, karena bersifat
temporal, karenanya merupakan suatu sistem larangan atau
disebut pula pamali. Lihat Lokollo (I}, Hukum Sasi di Maluku,
Suatu Potret Rinamulia Lingkungan Pedesaan VYang Dicary
Pemerintah, O0Orasi Dies pada Upacara Dies Natalis ke-XXV
Universitas Pattimura, Ambon 3 QOktober 1988, hal. 2

12) T Made Widnyana dalam kaitan ini mengemukakan bahwa pelanggaran
terhadap tata ter*ib dipandang menimbulkan kegoncangan kosmis
masyarakat. L.ihat untuk itu I Made Widnyana (I), Kapita Selek-
ta Hukum Adat, Eresco. Bandung, 1993, hal. 32.

13) Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979 menyebutkan bahwa komponen
Sistem Hukum MNasional (SHN) itu terdiri dari budaya hukum.
materi hukum atay substansi hukum, lembaga dan_ aparatur  hukum
serta  sarana dan parasarana hukum, baik fisik maupun non
fisik. Lihat Sunaryati Hartono (I), Op. Cit., hal. 32




Dari. penelitian wvang pernah dilakukan terhadap
berfungsinva sistem hukum pidana adat kelautan bhagi

kepentingan masvarskat dan pembangunan wilayah pesisir

14 maka

di wilavah kepulauan Malukuy Tengah selama ini,
dapat disimpulkan bahwa dipertahankannyva sistem hukum
pidana adat kelautan hingga kini karena:

1. Ragti masyvarakat di kepul auan Maluku Tengah,
terdapat kepercayaan hahwa laut merupakan pemberian
dari Sang Penguasa. karena itu perlu dijaga dari
ancamasn kerisakannyvea

7. SBetiap masyvarakat di cdalam negeri (baca desa) berhak
untuk menikmati hasil laut di.dalam wilayah petuanan
Tant (hak uwlavat desa).

3. Dapat melakukan pemeliharasn dan pelestarian fungsi
lingkungan laut demi peningkatan kesejahteraan
kehidupan masvarakat;

4. Bebagai. tindakan rencegahan terhadap timbulnya
sengketa atas tanah dan laut antara sesama penduduk
dalam negeri (baca: dess) atau: antara penduduk
negeri {(desa) vang berbatasan;

5. Dapat merupékan tindakan pencegahan, teristimewa

mengurangi  kemungkinan timbulnya kejahatan berupa

14) Hasil Penelitian Tentang Hak Adat Kelautan Di Maluku Kerjasama

Yayasan HUALOPU Ambon dengan Fakultas Hukum dan Pusat Studi
Maluku (PSM) Universitas Pattimura Ambon, Tahun 1991. Untuk
itu lihat pula Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon,
Hasil Penelitian Tentang Asas-Asas Hukum Adat Kelautan dan
Manfaatinya Bagi Pembinaan Peraturan Daerah di Kabupaten
Maluku Tengah Dalam Rangka Implementasi UU No. 4. Tahun 1982
den YU Ne. 9 Tahun 1985. Ambon, Tahun 1973.




pencurian iksn dan biota laut serta berbagail
kerugakan hutan hakau maupun terumbuk karang.

Adapun sumber hukum pidana adat kelautan yang dapat
ditemul selama ini. selain di dalam beberapa Lketentuan
hukum sasi dan peraturan kewang pada jaman pemerintah
Hindia Belanda. duga dapat ditemukan dalam berbagai
keputusan Badan Saniri Besar, 15 haik wvang tertulis
maupun  vang masih dalam  bentuk kébiasaan, seperti
dibeberapa negeri/desa di Maluku Tengah.

Persoalannya kini. apakah sistem hukum pidana adat

kelautan sebagai salab satu sub sistem hukum (lokal)

dari keseluruhan Sistem Hukum Nasional yang dikenal di
Indonesia ini dapat diteliti dan dikadi guna menemukan
beberapa ide/konsep/pemikiran dasar untuk disumbangkan
bagi pembangunan Sistem Hukum Nasional pada umnumnya dan
pembaharuan hukum pidana 43 Indonesia khususnya.
Mestinva wvang perlu dilakukan adalah bagaimana

menielagkan ekeistensi istem hulkum ridana adat

0

kelautan tersebut. teristimewa realitas masyarakat

0

aat. baik dilihat dari kondisi normatif maupun empiris.

13) Badan Sanrri Fesar adalah lembaga adat tertinggi dalam struktur
masyarakat dan sistem pemerintahan adat di Maluku Tengah.
Fungsinya adalah, selain menetapkan perbuatan vang dilarang
dan diharuskan sebagai delik adat, badan ini juga mempunyai
fungsi  sehagai badan peradilan adat bersama-sama dengan
kewang Iaut atau petugas penjaga lingkungan laut. Lihat
lLembaoga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM) | Hasil Penelitian
Inventarisasi Adat Istiadat Pulau Amhon., 1993. Atau lihat
Frank Cooley. Mimbar  dan Tahta, Hubungan Lembaga-Lembaga
Keagamaan dan Pemerintaban di Maluku Tengah, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1987, hal. 79
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Paembhahasan terhadap persoalan ini akan sangat
hermanfaat %arena dengan memahami hukum pidana adat
kélautan sehagai suatu sistem hukum, setidaknyva dapat
dikemukakan beberapa karakteristik.

Barda Nawawi Arief dalam menjelaskan masalah
pemhangunan sistem hukum nasional mengetengahkan:

Telah disinggung sebelumnya, bahwa perlunya hukum
adat /kebiasaan atau hukum vang hidup dan
gehagainva itu dipahami dan dikagdi dilatar-
belakangi oleh ide dasar. bahwa SHN hendaknya
dibhangun dari karakteristik nilai-nilai vang
bersumber dan herakar pada aspirasi vang hidup
dalam masyarakat. Dengan kata lain, didasarkan pada
keinginan untuk memberikan "indentitas nasional”
pada sistem hukum vang berlaku di Indonesia. Jadi
lebhih ditekankan pada upava untuk menggali
"indentitas sistem nilai (-nilai) hukum dan asas-
asas hukum vang hidup di dalam masvarakat”™ untuk
kemuadian dikagi menjadi “indentitas (sistem hukum)
nasional. -0

Dikaitan dengan pembaharuan hukum pidana di
Indonesia. sebsnarnya apa vang diutarakan Barda Nawawi
Arief ini pernah dikonstatir oleh Sudarto. yang memper-
soalkan  bahwa "bukankah hukum pidans itu seharusnya
merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya vang
hidup dalam masyarakat vang bersangkutan". 17 Bahkan

rada  bagian lainnya juga Sudarto menegaskan: 18

16} Barda Nawawi Arief (1I), Op. Cit., hal. 91

17} Sudarto (1), Suatu Dilemna_ Dalam Pembaharuan Sistem Pidana
Indongsia. Pidato Pengqukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum
Pidana pada Universitas Diponegora di Semarang, 21 Desember
1974, Fakultas Hukum Universitas Diponeqoro, Semarang, 1979,
fetakan III, hal. 4

18) Sudarto (II). HuRQQWQ§UNHngmNPiQ§Qa, Alumni, Bandung, 1981,
hal. 43
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“... karena hukum pidana menvangkut nilai-nilai
kehiduran menugia. tidak Juga mengenai hal-hal
kehendaan hbelaka, tetapi Juga mengenai diri
wribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta
nilai-nilai kemasvarakatan pada umumnya'.
Fembaharuan hukun pidana di  Indonesia memang
diakui sudah herlangsung sejak tahun 1964. Ada beberapa
alasan akomodatif., baik dilihat dari kacamata normatif
maupun kacamata empiris bahwa hukum pidana di Indonesia,

inklugif Kitab Undansg Hulkum Pidana { KUHP) perliu

dirubah, namun diingatkan oleh Sudarto, '"membaharui

hulkum ridana tidak berarti memperbaiki hukum
ridana, melainkan menggantikannya dengan yang lebih
baik". 19

Dalam menanggapi perubahan terhadap hukum pidana.

20 mengetengashkan  beberapa alasan. yakni:

Muladi
Apahila kita berpikir tentang alasan pembaharuan
hukum pidana, maka vang dipikirkan biasanyva: alasan
politis (kebanggsan nasional untuk memliki KUHP
Nazional sendiri)., alasan sosioclegis (merupakan
timtutan s0sial untuk mempinyal KUHP vang
bersendikan sisten nilai nasional) dan alasan
nrraktis {adanya EKUHP wvang asli dan berbahasa
Indonesia). WNamun dari kajian komprehensif terdapat
rula alasan—-alasan lain vang tidak kalah
pentinganya. vaitu alasan-alasan adaptif vakni
bahwa KUHP MNasional di masa-masa mendatang harus

dapat menyesuaikan diri dengan prerkembangan-
rerkembhangan harua, khususnya perkembangan
internasional vang sudah digepakati oleh

masyarakat beradab. Sepanjang berkaitan dengan
alasan gosiologis, hal ini dapat mencakup baik
hal-hal vyang bersifat ideclogis vyang bersumber

19) Sudarto ¢I), Op. Cit., hal. 3

20} fMuladi (I}, Proyeksi Hukum Pidana flateriil Indonesia di Masa
Datarg, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam mata pelajaran Ilmu
Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegorao,
Semarang, tanggal, 74 Februari 199¢, hal. 3
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pada falsafsh PFancasila. maupun hal-hal vang

berkaitan dengan kondisi -manusia. alam dan

tradisi Indonesia, sepanjang hal-<hal tersebut
tetap dalam kerangka bhagian budaya bangsa (sub
culture) dan  bukan merupakan budaya tandingan

(counter culture).

Bertolak dari penjelazan dimaksud. maka secara
hipotetis dikemukakanr bahwa apabila dikaii dan diteliti
ekaistensi sisztem hunkum pidana adat gelautan di
kepulsuan Lease Maluku Tengah dan rerkembangannys.
malama  ini. szetidaknva dapat diungkapkan nilai-nilai
vang terkandung dalam sistem hukum adat dimaksud guna
dikaii sebagai bahan penyusunan hukum nasional. Barda
Nawawi Arief menyvebutkan proses demikian sebagai cara
membangkitkan kemhali “batang tarandam” (nilai-nilai
hukum vanz hidup dalsm masyarakat). 21

Thalam lkaitan dengan pendelasan terakhir di  atas.
ditegaskan oleh Barda Nawawi. Arief hahwa “usaha
pembaharuan  hulkwae pidana harus ditunjang oleh kadian-
kaiian vang komparatif”. Karena itu menurut beliau,
"periu pula kiranyva dikembangkan kajian khusus mengenail
hulum  yvang hidup di dalam masyarakat‘di bidang hukum
pidana (antara lain Hukum Pidana Tidak Tertulis atau

Hukum Adat Pidana). 22 Nalam pemikiran demikian, Barda

Nawawi Arief bherpendapsat: 23[

21) Barda Mawawi Arief (TI}, Op. Cit., hal. 125
22y Ibid, hal. 107

23) Barda Nawawi Arief (III), Bunqa Rampai_ Kebijakan Hukum Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 30 - 31
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Makna. dan hakikat pembaharuan hukum pidana
berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi
diadakannva pembaharuan hukum pidana itua sendiri,
artinya pembaharuan hukun pidana Juga rada
haekikatnva harus merupakan perwitiudan dari
rerubahan dan pembhaharuan terhadayr berbagai aspek
dan kebhijakan vang melatarbelakangi itu.
Fembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung
makna., suatu upava melakukan reorientasi dan
reformasi hukum pidana vang sesual dengan
nilai-nilai sentral sosic-politik, sosio-filosofik
cdan sosilo~-kultural masyvarakat Indonesia vang
melandasi  kebiljakan sosial, kebijakan kriminal
dan kebijakan penegalan hulkum di Indonesia.
Secara singkst dapatlah dikatakan, bahwa
rembaharuan hulium pidana i1tu pada hakikatnyva
harus ditempuah dengan pendekatan yvang herorientasi
nada kebijakan (policy-oriented approach) dan
sekaligus pendekatan vang hevorientasi pada
nilai (value-oriented approach).

Umumnya  pokok pemikiran dalam pembsharuan hukum
pidana di Indonesia bertwopu pada tiga persoalan dasar
dalam hukunm pidana, ialah: (a) masalah tindak pidana
atau perbuatan vang dilarang dan diharuskan; (b)
masalah pertanggungjawabhan pidana atau orang vang
me lalktukan perbuatan vyang dilarang:; dan (c) masalah
pidana dan pemidanaan.

Khususnya yang berkaitan dengan masalah pokok vang
pertama, eksistensi berlakunya hukum tidak tertulis
dalam masyarakat melalui pendekatan kebijakan hukun
pidana kemudian diimplementasikan ke dalam Pasal 1 avat
(3) Konsepr Rancangan KUHP Raru Tahun 1992/1998, vang

intinya bherisikan perliunasan terhadap “asas legalitas

forwmil” menjadi ‘agas  legalitas materiil'.
Menurut Barda Nawawi Arief, rerluasan asas
legalitas ini dimaksudkan bahwa di samping sumber hukum

tertulis (UU)Y sebagai kriteria patokan formal vang
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utama. Kons=ep juga masih menmberi tempat kepada sumber

hukun tidak tertulis vang hidup dalam masyarakat

sehagal dasgar menetapkan patut dipidananya suatu
" o4
perbuatan’ .

Nalam kaitan jitu mungkin vang perlu dikemulkakan
gsehubungan dengan penjelasan di  atas adalah, apakah
zigtem hukum pidana adat kelautan di Maluku Tengah
dapat diberlakukan kembali jika Hukum Pidana Nasional
vaneg alkan datang memungkinkan berlakunya hukum adat atau
hukum vang hidup dalam masyaralkat.

Leacar hipotesis hal muangkin saja dilakukan, sebab
nilai-nilai vang terkandung di dalam hukum pidana adat
kelautan di Maluku Tengah Juga mencerninkan adanya
filosofis tentang kolektivisme, baik dalam arti komunal
maupun  kLosmis. Pembaharuan hukum pidana vang bertumpu
pada kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa merupakan
pertimbangan yang sangat akomodatif dalam mencari dan
menemukan ide/konsep/pemikiran dasar untuk diimplemen-
tasi ke'dalgm rersoalan polkolk hukum ridana nantinya.

Berdasarkan .pemikiran sebagaimana dikemukakan di
atas. maka penelitian mengenai eksistensi hukum pidana
adat kelautan di Maluku Tengah vperlu dilakukan, baik
untuk  kepentingan penegakan hukum di  Indonesia maupun
bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia  di  masa

datang.

743 Thid, hal. 88
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B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas,
maka selanjgtnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan
sebagail berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi sistem hukum pidana adat
kelautan di kepulauan -Lease Maluku Tengah dalam
kehiduran masyarakat gaat ini, dan kenyvataan praktek

penegakan hulumnya.

N
'

Bagaimanaltah perkembhangan dan perubahan sistem hukum
pidana adat kelautan sejak zaman kolonial Belanda
hingga kini?

3. Hael-hal apa saja dari sistem hukum pidana adat
kelautan di kepulsuan Lease Malukun Tengah vang dapat
di&umbangkah‘ bagi ugaha pembaharuvan hukum pidana di
Indonesia?

Mengingat luasnyva permasalahan ini, dirasa perlu
untuk dilakukan pemhatasan sekaligus rendelasannya
sebagal berikut:

1. Peumhahazan terhadar permazalahan pertama alkan

dititik-bervatkan pada eksistensi sistem hukum pidana

adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah
dalam kehidupan masvarakat heserta kenyvataan
praktek penegakan hukumnya selama ini.

Karena itu vang akan dibshas dari permasalahan

tersebut adalah. kenyataan-kenyataan normatif maupun

empiris dari tradisi dan perilaku adat kelautan yang
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terdapat di dalam masvarakat di kepulauan Ilease
Maluku Tengah. wvaknl vyang berisikan aktivitas
mengenai hagaimana menjaga, melindungi, melestari-
kan serta memanfaatkan daerah pesisir dan laut bagil
kepentingan hidup bersama.

Untuk mendukung pembahasan tersebut. akan dijelaskan
rula  praktek penegakan hukum atas pelanggaran hukum
pidana adat kelautan selama ini. baik melalui
komponen  substansi, shtruktur maupun  kultur dari
sistem hukum pidana adat kelautan.

Adapun pendekatan vang digunakan dalam meneliti
dan menganalisis permasalahan ini  bertumpu pada
rendekatan inventarisasi peraturan hukum sasi  dan
peraturan kewang.

Pada vpermasalahan vang kedua., vans akan diteliti
adalah perkembangan dan perubahan sistem hukum
ridana adat kelautan di kepulauvan Leaze Maluku Tengah
gejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini.

[Intuk mengetahui perkembangan dan perubahan
aistem hukum pidana adat dimaksud,r maka pembsahasan
terhadan masalah ini akan diawali dengan menindau
perkembangan  hukum pidana adat kelautan pada Jaman
lkolonial Belanda. vang kemudian dilanjutkan dengan
perkembangan hukum pidana adat kelautan setelah
herlakunyva Undang-lUndang Nomor: 1 Drt Tahun 1951
sampal perkembangan dan psruhahan hingga saat ini.

Pembahasan menegenal perkembangan dan perubahan sistem
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hukum pidans adat kelautan inl Jduga dibertumpu pada
masalah-masalah sekitar =ubstan=si. struktur maupun
kultur  hukum, vang kemudian diarahkan kepada upaya
untuk mencari penvesuaian dan kesamaan dari prinsip-
prinsip atau dasar-dagar vang melandasi  berlakunyva
hukun pidana postif di Indonesia.

Sselanjutnva pendekatan vang digunakan lebih mwmilih
pendekatan sejarah hukum. 29
Menjawab permasalahan ketiga. maka pendekatan vang
digunakan adalah dengan melakukan analisis terhadap
hazil inventarisasi peraturan hukum pidana adat
kelautan di dalam hukum sagi dan  peraturan kewang
vang kini maszih dinyvatakan bherlaku, guna menemukan
agag=-asas hukum atau nilai-nilai  filosofis vang
melandasi aturan-éturan hukum selama ini. <6

Temuan terhadap asas-asas hukum ini selanjutnva akan

dijelaskan sebagai alasan-alasan vang akan memperkuat

alagan sosio-filosofik. sosio-politik maupun sosio-

kultural dalam pembentukan Sistem Hukum Nasional,

29) Menurut Satjite Rahardjo hahwa, apabila diterima hukum yang

sekarang mengalir dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-

masa yang lampau, maka hal 1itu bherarti bahwa hukum yang

sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada

masa lampau. flengenali dan memahami secara sistematik proses--
proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan

sehagainya., memherikan tambahan pengetahuan yang berharga

untuk  memahami fenomena hukum dalam masyarakat. Lihat 1tu

Satjipto Rahardajo (I), Ilmy Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1991. hal. 350

l.ihat Sorjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta,
1985, hal. 7&
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sekalispus  sebagal ides/konsep/pemikiran dasar dalam

membahariti hukam pidana di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Dalam rerkembangannva, diakui oleh herbagai
kalangan bahwa hukum pidana di Indonesia sast ini  sudab
tidak sesual lazgi dengan perkembhangan masyarakat. Banyal
hal wvang terasa sudabh tidak sesuai dengan perkembangan
maszvarakat. teristimewa ideskonsep/pemikiran dasar vyang
dianut  dalsm  KUHP yang saat ini berlaku. Karenanys
pemérintah Repubklik Indonesia melalui Departemen
Kehakiman sejak tahn 1964 telah melakukan pembaharuan
terhadap EKUHP (WvS), mengingat filosofis vang dianut
dalam pembentukannva bherbeda dengan filofis bangsa.
Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan  hukum
pidana pada hakikatnya merupakan suatu reorientasi dan
reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep
nilai-nilai sentral bangsa Indonesia {(dari aspek soso-
filosofik, soslio-politik dan sosio-kultural) vang

melandasi Lkebijakan sosial. kebijakan kriminal dan
kehijakan penegakan hukum di Indonesgia. 27
Ara vang dimaksudkan Barda Nawawi Arief di atas

beralasan, karena wmenurut Sudarto:

27) Barda Nawawi Arief (II}, Op. €it., hal. 112 atau Lihat Barda
Mawawi Arief (III), Loc. Cit.,
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Sehenarnyva - herdarvat  keterkasitan antara hukum
pidana densan ideologi politik guatu bangsa.,
Pengaturan dalam hukum pridana merupakan pencerminan
Aari ideologi politik suatu hangsa di mana hukum
itu berkembang dan merupakan hal vang penting babwa
seluruh bhangunan hukum itu bertumpu pada pandangan
politik vang eehat dan konsisten. ... EKUHP dari
negara-negara Eropa Barat vang bersifat
individaalistis itu bhercorak lain daripada KUHP
dari mnegara-negara Eropa Timur vang herpandangan
politik sosialis. Di negara kita pandangan politik
ini hewdazarkan Pancasila. sedangkan pandangan
tentang hukum pidana erat sekali herhubungan

dengan pandansgan yvang 1Inum tentang hulkum,

tentAang negara dan ma;garakat dan tentang

kriminalitas (kejahatan). =~

Dama halnva dengan pemikiran di  atas. Satiipto
Rahardio Juga mengetengahkan, "sehubungan. dengan

renerimaan Pancasila sebagail norma dasayr bhagi tata hukum
Indonesia, maka tidak jarang orang akan mengatakén bahwa
Pancasila itulah vang menentukan mana vang bisa diterima
oleh tata hukum Indonesia”. 29 Bahkan di dalam konteks
renzejawentahan asas hukum pidana nasional diantara
relhagal  kepentingan guna penciptaan ketertiban negara
dan ketertiban umum (public ordsr) dengan kepentingan

individu /(individual right) dalam suatu keseimbangan,

?8) Sudarto {111}, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar
Baru, Bandung, 1983, hal. &3

79} Satiipto  Rahardjo (II), Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni,
Bandung, 1933, hal. 124. Menurut Roeslan Saleh, ‘“seperti
dikailakan oleh Schalten bahwa kita mengisi asas-asas hukum Itu
dengan pandangan hidupnya sendiri. make bagi kita menjadi
suatu pengabdian untuk mengisi A845-a54ds5 hukum yang
paling fundamental ini oleh karenanva adalah yang paling
nenting bagi hukum dan pembangunan hukum Indonesia®. Lihat
Roeslan Saleh (II), Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum
Nasional, Karya Dunia Fikir, 1994, Cetakan Pertama, hal. 26
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keserasian dan keselarvasan. Muladi memandang Pancasila
sebagai Asas Perimbangan Kepentingan Yang Berwawasan
Fancazila. 30 Damikian rula kalau 3istem Hukum Nasional
(SHN) dan Sistem Perundang-undangan Wasional merupakan
=latu  kesatuan sistem hukum, maka semua sub-sub sistem
hukum/perundang—undangan harus bersumber atau berinduk

mada satun  pavung filosofis dan konseps/ide dasar vang

Berkaitan cdengan penjelasan di atas, Roeslan Saleh

97
menvarakan agar: Y

Nalam menentukan dan melabirkan perundang-undangan
baru dengan asas—-asas dan nilat-nilal barm  itu
harus.  dijaga . pula. . agar.. perundang-undangan. it
didasarkan . pada . nilai-nilail vang ada_ dalam._pola
kehiduran_vang bherlandaskan. Pancasila.

Bagi para ahli hukum haik sebagai perancang undang-
undang., atau sebagai peneliti dan pengajar hukum,
atau Jduga sehagai pelaksanaan hukum fidak. . herisehak
dan . .atan. . terrperangkap..dalam._pandangzan-pandangan
vang di dunia Barat dikstakan . modern.. _.dalam
"menemikan  hukum’. vang sikap dan watak Nasional
kita tidak seharusnya demikian dalam menghadapi
vang disebut kenyvataan.masvarakatb.

Menyimak penjelasan tersebut, dapat diasumsikan
babhwa pembszharuan hukum rvada umumnya, dan hukuem pidana
pada khususnyva merurakan hal yvang waJar dan mesti

dilakukan karena sudah tidak =sesuai dengan perkembangan

30) Muladi (IIT), Hak_  Asasi Manusia, Politik dan Sistem  Peradilan

Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
1997, hal., 143

31) Barda Mawawi Arief (II), Op. Cit., hal. B3

32) Roeslan Saleh (1), Op. Cit.. hal. 26 - 27
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masvaraksat. haik berkaitan dengan kondisi filosfik.
prelitik., sosizl maupun budava bangesa.

Dalam memhahas masalah demkian, S§.R. Nur antara
lain herkomentar:’

beberapa pakar hukum vang ada antara lain
Snepoma . Sceripto, HNotonegoro vang bersamaan
rendapat bhahwa haruz ada hukum nasional vang
berkepribadian Indonesia den karena itu  haruslah
dilandaskan pada hukum adat tanpa menutup mata
terhadap pengambilan hukum dari masvarakat dunia
lain, wyans tentunya tidak bertentang%g dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -

Sehagai  tindak lanjut dari pembaharuan hukum
gelama  ini. vakni dengan dikonasepkannya rembangunan
hukum nasional secara terencana sejak Repelita 11
melalui GBHN 1973 (TAP MPR No. IV/MPR/1973) dengan
mokok-pokok kebijaksanaan serta garis-garis hesar
program pembinaan hukum. Walsupun juga diakui bahwa pada.
tahbun 1260, melalui Ketetapan MPRS Na. II/MPRS/19860
sudah rernah  dirumiskan secara sederhana landasan
pembangunan bhukum nasional. Disebutkan dalam Ketetapan

tersebut:

Hendaknva asas-asas Pembinaan Hulum Nasional itu
gesual dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum
adat vang geguai  dengan perkembangan rakyat
Tndonesia dan tidak menghambat terciptanya
masyarakat vang adil dan malmur.

C33) 5.R. Nuv, Membina Hukum Adat fleniads Penghayatan Pancasila

o1 Bidang Hukum, dalam Bunga Rampai Pembangunan__ Hukum
Indonesia, Kumpulan Karya Ilmiah Para Pakar Hukum,
Eresco. Bandung, 1995, hal. 191
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Selanjutnva melalui GBHN 1988 (TAP MPR No.
TT/MPR/1988), fungsi hakum dinvatakan sebagal
kerangka idealogis perubahan struktur dan kultur

masyarakat. Sedangkan dalam GBHN 1993 (TAP MPR No.
IT/MPR/1993) pembaharuan hukum nasional dinyatakan
melalui rembentukan Sistem Hukum Nagional Yang
Dicita-citakan, yvakni ‘“fterbentuk dan berfungsinya sistem
hukum nasional yang mantap bersumberkén Pancasila
darnn UUDR 18945°".
Pengertian dan makna sistem hukum Nasional sendiri
menurut Sunarvati Hartono mencakup: 34
Seluruh falsafah hukum. nilai-nilai, asas-asas dan
norma hukum, maupun aparatur dan lain-lain sumber
daya manusia vang tergabung dalam lembaga dan
organisasi hukum selanjutnya, proses dan prosedur
serta interaksi dan pelaksanaan hulkum vang secara
uhuh mewujudkan dan menggambharkan kehadiran suatu
tatanan hukum (rechtszorde dan rechtsordening) vang
menumbub-kembanskan kehidupan berhangsa, hernegara,
dan bermasvarakat vang bherdasarkan nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Dari uzaha vang dilakukan selama ini. diakui bahwa
pembangunan  hukum semakin jelas. Hal inil dapat dilihat
Aalam TAP MPR No. TI/MPR/12998 tentang GEHN. di mana

sazaran bidang hukun pada Prioritss Pembangunan Lima

Tahun Ketujuh, adalah: 35

Terwitiudnya =istem hukum nasicnal vang bersumber
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui

34) Sunaryati Hartono (I), Loc. Cit..

33) TAP MPR Mo. TI/#PR/1998 tentang Garis~Baris Besar Haluan Negara
(GRHNY, Aneka Ilmu, Semarang, 1598
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penataan hukum nasional dengan memantapkan kerangka
zistem hukum nasional. penginvetarisasian dan
penvesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka
pembaharuan hultum nasional. peningkatan kualitas
penegakan dan  tertib hukum, pembinaan aparatur
hukum. sarana dan prasarana hukun vang memadail
serta peningkatan kesadaran, Lkepatuhan, ketaatan
hukum. disiplin nasional serta lebih dihormati
dan dijunjuns tingginva heak asasi manusia demi
terwitiudnva budaya hulkun dalam rangka rembangunan
dan pembaharuaan hukum.

Bertolak dari penielasan di atas. tergambar bahwa
proges perencanaan pembangunan Sistem  Hukum Nasional
rada pembangnunan Jjangka panjang pertama sudah dilakukan
dan dilanjutkan kemhall dalam pembangunan Jangka
paniang kedua.

Peramalannva kini bagalimana pembangunan sistem
hukum nasional. inklusif pembaharuan hukum, termasuk d4di
dalamnya pembaharuan hukum pidana henar-benar hbhersandar
pada nilai-nilai budava bangsa. Pertanvaan ini memang
heralasan karena menurut renegasan GBHN 1993
pembansunan Siastem Hukum Nasional harus memperhatikan
kemademikan tetanan hukum vang berlaku.

Salah satu kemajemukan tatanan hukum dimaksud
adalab adanva sith—-sub  ziztem hukumn dari berbagai
kelompok dalam masgvarvakat di Tndonesia, dengan latar

belakang tradisi dan budava yvang berbeda, seperti sistem

hulkum  adat  dari suatu  kelompok masvarakat. Hilman

Hadikusuma., cenderung menvebutkan bahwa corak hukum
adat di Indonesia sangat bergifat tradisional
keagamaan., kebersamaan. konkret dan visual, terbuka dan

sederhana. dapat berubah dan menyesuaikan diri, tidak
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dikodifikasi dan hufakat. 36

37

Sunarvati Hartono dalam menanggapi masalah

pembangunan masyarakat tradisional dengan unsur budaya
daezrah antara lain herkomsntar:
Disatu pihak kita harus selalu memperhatikan agar
unsur-unsur budava daervah Jangan sampal digoncang-
kan. sehinggs akan timbul keresahan sosial. Tetapi
di Jlain pihak kita jduga tidak boleh membiarkan
masvarakat-masyarakat tradisional berkembang secarsa
mandiri, sehingga menuiu ke arah yang tidak sesuai,
apalagi hertentangzan dengan prinsip negara
lkezatuan, neegara hukum, falsafah Pancasila dan
Indang-Undang Dasar 1945
Dalam menanggapri ini. Barda Nawawi Arief antara
lain menielaskan bahwa melakukan kajian hukum adat atau
nilai-nilai hukum yang hidup pada hakikatnva merupalkan
"amanat/tantangan/kebutuhan nasional” dalam rangka upaya
nrembhangiinan Sistem Hitloum Nazional. Ini berarti
seyvogvanva ada konssap dan perencanaan vang Jjelas
mengenal upayva untuk menggali dan mengkadi nilai-nilai
hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masvarakat
untuk  kemudian ditransformasikan ke dalam sistem hukum
38

nasional.

Perkaitan dengan pembangunan Sistem Hukum Nasional

di  Indonesia, ditemui beberapa pemikiran dan

36) Hilman Hadikusuma (1), Pengantar Ilmy Hukum- Adat Indonesia,
Mandar Maju., Bandung, 1992, hal. 33

47) Sunaryati Hartono (IT), Politik Hukum Menuju_ Suatu Sistem Hukum
Nasinnal, Alumni, Bandung, 1991, hal. 89

3B) Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit., hal. 23 atau lihat pula Barda
Nawawi Arief (II), Op. Cit., hal. 88
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rekomendasi. dari berbagai kzgiatan ilmiah, serta
beherara kebiiakan legialatif mengenai eksistensi

herlakunya hukum adat selama ini, sepsrti:

1.

AN}

Fesolusi Bidanz Hukum Pidana §
Tahun 1963
a. Digebutkan dalam Resgglusgi_Butir IV:

“Yang dipandang sebagai perbuatan Jjahat itu adalah
perbuatan-perbuatan vang dirumuskan dalam KUHP ...
Hal ini tidak. .menutup vintu  hagi . larangan
perbuatan-perbuatan. mepurut Hukum Adat vang hidup
dan tidak. mmnghﬁmbﬁ__pPmb§n4ukan,mahyanaka+__zﬂng

dicita-citakan. ,.."

b. Belanjutnva dalam Resolusi Butir VIII:

“lInzur-unsur Hukum Agama . dan Hukum_Adat dijalinkan
dalam EUHP".

Laroran. Seminar. Hukum Naulonal ke IV. Tahun 1979

Dalam laporan sub B.II mengenai "Sistem Hukum
Nazional'. dinvatskan:

a. Histem Hulkum Nazional harus gesuail dengan
kabutuhan dan kesadaran.. . hukum.__ ___rakvat
Indonesia .........

&. ... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam
bentuk tertulis. Di samping itu hukum _vang... tidak
tertulis tetap merupakan hagiﬁnwmdaniwmﬂukum
Nasgional.

f. ... Hukum Nasicnal dibina ke arah unifikasi dengan
memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ...

Larporan . Simpogium. Pembaharuan. Hukun Pidana  Nasiopal
Tabhun. . 1980
Dalam laporan angks [I antara lain dinyatakan:

1.5, Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan
pada Politilk Hukum Pidana dan Politik Kriminal
vang mencerminkan aspirasi nasional. ... Dalam
hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut
haruslah melalui penelitian dan pengkajian vang
mendalam tentang:

T DISTAR T
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1.5.2. hukum, . pidana._adat _dan agama vang hidup

dalam. masvarakat. Indonesla. serta
R = =

Seminar. Hukum Nasional ke VI Tahun  .18984. khususnya
dslam  Taporan =ub B.3 mengenai  "Hultum Kebiasaan"
antara lain dinvatakan:

A.%. Hukum kebiasaan merupakan cumber hukum yang
penting dalam kehidupan hukum nasional;

3.4, ...... magvarakat hukun di Indonesia harus
diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan
sebagai sumber hukum, di  sanping peraturan
perundang-undangan dan yurisprudensi tetap;

3.58. Dilakukan weneslitian hukum adat yvang diarahkan
untuk menemukan asas dan norma hukum yvang dapat
ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

Pasgsal. 5 _.avatr (3) subh b Undane-Undang Nomeor: ... l..Dreh

Tahun 1951 . vang bherbunyi:
" bahwa s=suatu perbuatan yang menurut hukum yang
hidup harus dianggap perbuatan pidana. akan tetapi
tiada bandingnva dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maksa
dianggap diancam dengan hukuman vang tidak lehbhih
dari tiga bulan penjara dan/atsu denda lima ratus
rupiah. wvaitu sebkagai hulluman pengganti bhilamana
hukuman adat vang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak
vang terhultum ....... Rahwa, bilamana hukuman adat
vanz dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melaonpaul
hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas,
maka ... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti

getinggli 10 tahun penjara, dengan wpengertian bahwa

hukuman adat vang ... tidak gselaras lagi dengan
zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas'.

Undang-Undang Nowmor : 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-
Fokok., Kekuaszaan. Kehakiman

1) Pasal. 23 avat (1), "Segala putusan pengadilan ...
harugz memuat pula pasal-pasal tertentu dari
peraturan vang bersangkutan atsu sumber_  _hukum
Tidak tertulis’.

2) Pasal .27 avat. (1), "Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan waiib menggali, mnengikuti. . dan
memahami nilai-nilai hukum vanzg hidup'.
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Dari penielasan di atas dapat disimpulkan bahwa
ckeistensi hukum adat di Indonesia memang diakui dalam
penyusunan Sistem Hukum Nasional ataupun pembaharuan

hukum pidana di  Indonesia. Pengakuan tersebut Juga

dituandang o leh kecenderungan internasional dari.

perkembangan masvarakat beradab sebagaimana tertuang
dalam Laporan EKongres PBB Ke V (mengenai Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders). vang menghendaki
adanva wpenggalian  terhadapr nilai-nilal  hukum tidak

tertnlis dalam masvarakat. Selanjutnya laporan tersebut

bherbunvi: 39

Sistim hukum pidana vang ada selama ini di beberapa
negara, vang sering herasal {(diimpor) daril hukum
asing gemasa Zaman kolonial. pada umumnya
telah usang dan tidak adil (obsolete and
unjust)  serta sudah ketinggalan Zaman dan
tidak sesual dengan kenvataan { outmoded and
unreal) karena tidak berakar pada nilai-nilai
hudava dan bahkan ada deskrepansi dengan
asgpirasi masyarakat. serta tidak responsif

terhadap kebutuhan sosial masa kini.

NDiakui Juega oleh kongres hahwa kondisi demiklan
merupakan faktor konstribusi terhadap meningkatnya
keidahatan (dalam ]aporan‘ kongres digebutkan, "it was a
contributing factor to the Iincrease of crime’). Pada
Kongres PRB Ke VI ditegaskan bahwa, “the Importation
of foreign cultural patterns which did not harmonize

with the indigsnous culture had had 4. criminoganic

3%) Barda Nawawi Arief (II), Ibid. hal. 103
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pffect!. 20
Khususnva Vang berkaitan dengan masalah
"diskrepansi nilai", kongres berkesimpulan “acapkali

ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan
kenvataan merupakan faktor kriminogen; semakin Jauh
] hergeser dari perasaan dan nilai-nilai wyang hidup
dalam masvarakat., semakin besar ketidak-percayaan akan
keefektifan sistem hukum i1tu. 41
Rerdasarkan kondisgi demikian jelaslah bahwa memang
hukun pidana di Indonesia, inklusif KUHP (Wv8) perlu
dilakukan pembaharuan mengingat nilai-nilai vang
terkandung di dalamnva sudah tidak sesuail lagi dengan
nilai-nilai sentral. seperti nilai gosio-filosofik.
sogsio-pnlitik. dan seosioc-kultural masvarakat Tndonesia.

4% . s
42 cenderung mengkondisikan pembaharuan

Muladi
tersehbut berdasarkan alasan-alasan politis, sosiclogis,
praktis maupun adaptif. Ditambahkan pula oleh Muladi,
"apabila dikaitkan dengan keondisi nasional Indonesia,

tidak  hanya menyvangkut kehanggaan nasional sada,

melainkan tercakup di dalsmnva pemikiran integrasi

40) Sixth UN Congrescs on the Prevention of Crime and the Treatment
ot fIrfenders (New York, Departement of International Economic
and GSocial Affairs, United nations, 1981), hal. 42, dalam
Barda Mawawi Ariet (II), Loc. Cit.

41)y Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment
at {ffenders, Op. Cit.. hal. 45

423 Muladi (1), Op. Cit., hal., 4
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sesual dengan Wawasan Nusgantara'. 43

Alasman Muladi di atas tampaknva memang merupakan
kelaniutan pemikiran Sudarte sebelumnya, 44 yvang
pernah  mempertanvakan bekerianva sistem hulkum pidana
Indonesia, terutama urgensinvas untuk memiliki KUHP Baru.
Menurut Audarto, “untuk memberi jawaban secara pasti
sehenarnva harus diadalkan penelitian bagaimana
sezungguhnya' . Diakui oleh Sudarto, "WvS vang berlaku
sekarang dan dalam bentuknys vang sekarang ini tidak
cdanat dirertahankan terus menerus tidakliah perlu
dipereoalkan. Sedikitnva ada tiga alasan vyang dapat
dikemukakan dalan hubungannva dengap pembaharuan  hukum
pidana menurut Sudartm,_yakni: (a) alasan politik; (b}
alazan sosiologis: dan (o) alasan praktis”. 45

Masgalahnva bazaimanakah pemhaharuvan hukum pidana
di Indonesia memperhatikan nilai-nilai vang sebabagian
bhesar masih hidup dalam masvarakat. Menurut para ahli,

hukum pidana suatu negara atan suatu KIHP pada dasarnya

merupakan perncerminan dari nilai-nilai kebudavaan

433 Muladi  (IV). Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1989,
hal. 1

44) Sudarto (IT), Op. Cit.. hal. 70

45) Ibid, hal. 70 - 7]
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dari suatu bangsa. 46

T Made Widnvana mizalnyva mengomentari, "Wvs vang
hingaas kini Therlaku tidak mungkin mencerminkan
nilai-nilai kebudayvaan bangsa Indonesgia secara penuh.
karena tidak dibhust oleh kita sendiri’. 47 Bahkan
digimpulkan oleh Sudarte. "Wv3 helum sepenuhnva sesusail

dengan kebutuban masyarakat'”. 48

49

Selanjutnya menurut
Sudarto:

Yanz menijadi persoalan vang sangat sulit ialah
bagaimana bentuk dan isi KUHP nasiocnal nanti. Yang
jelas harus berasaskan Pancasgila. akan tetapi
hagaimana hal ini secara nyata dituangkan dalam
bentuk koedifikasi hukum ridana.

Memang dalam pembaharuan hukum pidana terdapat
berhagai masalah vanz tidalk mudah dipecahkan.
Richard Lange dalam buku kecilnya (1972) vyang
berjudul  "Strafrechtsreform. KReform im Dilemma”
menggambarkan dua problema pokok dalam pemhaharuan
hukum. wvakni di zatn pihak ada keharusan untuk
menseragikan hukum pidana dengan ilma  pengetahuan
empiris. Jadi harus diperhatikan benar Lkebutuhan
masvarakat yvang sesungguhnva. Dilain pihak hukum
ridana haru=z diperbabaruil sesuai dengan tingkat
kemadjuan zaman.

Memahami venjelasan tersebut. dapatlah dikemukakan

hahwa ternvata pembhaharuan hukum pidana tidak

44) Sudarto menvatakan bhahwa "Tidak salah kiranya, kalau sampai
batas tertentu dapat dikatakan bahwe hukum pidana sesuatu
hangsa dapat mervpakan indikasi dari peradaban bhangsa 1itu",
Lihat Sudarto (I), Op. Cit., hal. 4

47) 1 Mede Widnyana (II), Eksistensi Tindak Pidana Adat dan_ Sanksi
Adat Dalam Kitab Undang-lndang Hukum Pidana, dalam Bunga
Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Kumpulan karya Ilmiah Para
Pakar Hukum, Eresco, bandung, 1995, hal. 25t

48) Sudarto (II), Loc. Cit..

49) Ibig, hal. 72 - 73



semata-mata hanya bergantung dari kemsuan pemerintah
ataun pengnasa  esaja. melainkan juga harus memperhatikan
kepentingan masvarakat., termasuk sikap, pandangan,
harapan. kepercavaan mereka terhadap suatu masalah vang

dihadapinvs.

Reamna halnva dengan pandangan Sudarto, Barda
i
Nawawi Arief Y dalam membahas masalah pembaharuan

hukum pidana mengingatkan:

FPembaharuan hukum nidana haruslah dilakukan
dengan pendekatan kebijakan. karena memang pada
hakikatnva ia hanya merupakan bagian dari suatu
langkah kebijakan ataun "policy” (yaitu bagian dari
politik hukum/penesgakan hultum, politik hulkum
pidana, politik kriminal, dan politik sosial)".

HBelaniutnya menurut RBarda Nawawi Arief, "setiap
kehijakan (policy) terkanduﬁg rula pertimbangan nilai.
Oleh  karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula
herorientasi vpada pendekatan nilai'. Ditegaskan oleh

Barda Nawawi Arief, =

Pendekatan kebiiakan dan rendekatan vang
herorientasi rpada nilai Jangan terlalu dilihat
sebagal suatu "dichotomy" karena dalam rendekatan
kebljakan sudah seharusnys Juga dipertimbangkan
faktor-faktor nilai.

203 Libkat Barda Nawawi Arief (ITI}, Op. Cit., hal. 31 - 32

51) Ibid. hal. 40 atsu lihat pula Barda Nawawi Arief (IV),

Kebijakan Legislatif Dalanm JPenangqulangan  Kejahatan_ _Dengan
Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994, hal. 44, 80




32

Pemikiran PBarda Nawawi Arief ini dilatar belakangi

oleh pikiran Roeslan Saleh yang mengemukakan: &2

Keharuzan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa
pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana
dapat ditinggalkan salja. Juga syarat rasional
adalah suatu syvarat moral (Wilkinsg.. Morris. . _dam

Howard. Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan

oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis.
Batas-bhatas vang bersifat etis itu haruslah
gebaik-bhaiknva dan seteliti-telitinya dirumuskan.
Di dalam batas-batas dari apa vang secara etis
dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan
vang rasional i1tu.

Menarik untuk dipahami sehubungan dengan masalah
kebijakan pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah
rendapat Hassiouni vang mengkonstatir bahwa,
“pendekatan vang bherorientasi pada kebijakan harus
dipertimbangkan sebagai suatu kebijaksanaan ilmianh”.
Barda Nawawi Arief dalsm menanggapil pendapat tersebut

mengomentari: H3

Nalam praktek perundang-undangan di Indonesia,
rertimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada
kebijakan tampaknya belum dikembangkan sepenuhnya
sehagai suatu kebijaksanaan ilmiah, dalam arti
kebhijaksanaan vang kebenarannya ditunjang oleh data
aemplris.

Apa vang dikonstatir Barda Nawawil Arief ini memang
pernah dipertanyakan Sudarto dalam mendjawalh perscalan
hentulk dan isi KUHP nanti. Menurut Sudarto., dalam

pembaharuan hukum pidana terdspat herbagai masalah yang

97) Roeslan Saleh (ITI), Pikiran-Pikiran Tentang Pertangqurgiawaban
Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1932, hal. 44

53) Rarda Nawawi Arief (IV), Op. Cit., hal. B1




tidak mudah dipécahkan. Dengan mengemukakan pendapat

Richard Lange, dikemukakan dua problema pokok dalam

rembaharuan hukum pidana, vakni: 54

Digatu pihak ada keharusan untuk menserasikan hukum
pidana dengan ilmu pengetahuan empiris. Jadi
harus memperhatikan kebutuhan masyarakat vang
sesungguhnya. Dilain pihak hukum pidana harus
diperbaharui sesuai dengan tingkat kemajuan zaman.
Jika dipahami apas vang dikemukakan Sudarto terakhir
di atas, maka masalah vang perlu diketengahkan adalah
bagaimané ide/konsep/pemikiran dasar dari dogma~dogma
ataun ajaran—aﬁaran atau prinsip/asas—asas yvang ada di
dalam sistem hukum di Indonesia dipahami, dipelajari
serta  dimplementasi ke dalam hukum pidana yang akan
datang, termasuk objek ilmu hukum pidana di Indonesia.
Sistem hukum pidana adat kelautan di kepulauan
Lease Maluku Tengah setidaknya dapat merupakan béhagian
dari objek kajian dan penelitian guna disumbangkan bagi
pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Jika dianalisis sistem hukum tersebut, sebenarnya
dapat dikemukakan bahwa sebagai suatu sub sistem hukum
(lokal), hukum plidana adat kelautan memiliki komponen

substansi, struktur maupun kultur hukum sebagaimana

sigten hukum lainnyva vang kini masih dipertahankan dan

54) Sudarto (IIT}), Op. Cit., hal. 72
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diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. 55

Dikatakan sebagai sistem hukum adat, karena menurut
I Made Widnyana hukum pidana adat merupakan hukum yang
hidup (the living law), diikuti dan ditaati cleh
masyarakat adat secara terus menerus dari suatu generasi
ke generasi berikutnya.56 Sama halnya pula dengan
Roesgslan Saleh yang mengetengahkan bahwa pelanggaran
terhadap ketertiban adat vyang dipandang menimbulkan
kegoncangan dianggap mengganggu keseimbangan dalam
masyarakat, sehingga masyarakét memberikan reaksi dalam
57

bentuk reaksi adat melalui pengurus adatnya.

Menyimak penjelasan tersebut disimpulkan bahwa

sebagal suatu sistem hukum, secara substantif hukum

pridana adat kelautan di kepulauan Lease Maluku Tengah
berisikan aturan-aturan mengenai larangan dan keharusan
vang ditujukan pada usaha menJjaga, memelihara dan
memanfaatkan fungsi pelestarian lingkungan laut.

Dalam membicarakan sumbangan sistem hukum pidana
adat kelautan ini bagi pembaharuan hukum pidana

39) Scerjono Soekanto menyebutkan, setiap gerak sosial merupakan
suatu sistem yang mencakup sub-sistem tertentu, antara 1lain
sub-sistem budaya dan sosial. Masing-masing berisikan nilai-
nilai dan kaedah-kaedah yang merupakan pedoman bagli manusia
untuk bertingkah laku. Lihat Scejono Soekanto (1), Beberapa
Permaslahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI-
Press, Jakarta, 1983, hal. 28

26} I Made Widnyana (I), Op. Cit., hal. 3

37) Reoslan Saleh (I), Op. Cit., hal. 31
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Indonesgia, maka yang terpenting di sini adalah bagaimana
menggali dan menemukan asas-asas hukum yang terkandung
di dalamnya. 58

Dikaitkan dengan masalah pokok dalam pembaharuan
hukum pidana, maka disimpulkan bahwa implementasi
ide/konsep/pemikiran dasar dari kajian hukum adat atau
hukum asli bangsa Indonesia untuk memperluas prinsip
asas legalitas sehagaimana diatur dalam Pasal 1 ayét (1)
KUHP (Wv3) oleh Tim Penyusun Konsep Rancangan KUHP Baru
merupakan pertimbangan yvang tepat dan Jjelas, mengingat
dengan implementasi tersebut eksistensi hukum pidana
adat diberbagal daerah di Indonesisa, termasuk di
Maluku Tengah Jjuga diakuil keberadaannya dalam hukum
pogitif di Indonesia.

Pertimbangan tersebut Juga diakul oleh beberapa
ahli hukum pidana, seperti Roeslan Saleh vang antara

lain mengemukakan: 58

! banyak hal yang harus diperhstikan dan dibina
sekitar hukum adat ini, terutama dari daerah-daerah
vang hukum adatnya masih berkembang dengan baik dan
kuat ...". Isi hukum pidana adat dan hukum adat
umumnya  dapat disaring sedemikian rupa sehingga
dapat mendukung keadilan substantif yang lebih
gerasi dengan nilai-nilal dalam masyarakat.

S58) Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum ini tidak akan habis
kekuatannya dengan hanya melahirkan suatu peraturan hukum,
melainkan akan tetap’ akah melahirkan peraturan selanjutnya.,
Lihat Satjipto Rahardje (II), Loc. Cit.,

3%} Roeslan Saleh (I), lLoc.Cit.,
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Beberapa alasan konstitusional waupun legislatif
disertai rekomendazi beberapa kegiatan ilmiah, termasuk
pula pandangan beberapa ahli hukum pidana antara lain
menyimpulkan vperlunya hukum adat digall dan diteliti
kembali sehubungan dengan pembangunan sistem hukum di
Indonesia. Adapun‘ alasan-alasasn tersebut, seperti
disebutkan dibawsh ini.

1. Pagal. 14 _avat. _(2) HUndang-Undang Dagar _Sementars
(UUDS) _ Tahun .. 1950 vang berbunyi, "Tiads seorang
Juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatunil
hukuman, kecuali karena aturan HUKUM vyang sudah ada
dan berlaku térhadapnya”.

2. Pagal b avat_ (3)_sub_ (bl _Undang-Undang Nemor. i 1. .Drt
Tahun. 1951 vang antara lain menegaskan:

bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang
hidup harus dianggap rerbuatan pldana. akan tetapl
tiada bandingnyva dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka
dianggapr diancam dengan hukuman vyang tidak lebih
darli tiga bulan pendara dan/atan denda lima ratus
rupiah, vaitu s=zebagal hukuman pengganti bilamana
hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak
vang terhukum ....... Bahwa, bilamana hulkuman adat

vang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui
hulkuman kurungan atau denda yvang dimaksud di  atas,

maka ... terdakwa dapat dikenakan hukuman penggantil
getinggi 10 tahun renjara, dengan pengertian bahwa
hukuman adat .yang ... tidak selaras lagil dengan

zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas”.
3. Indang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman, vang menyatakn di dalam beberapa

paralnya, seperti:

a. Pagal.l4 avat (1): "Pengadilan tidak boleh menolak

untuk memeriksa dan megadili sesuatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang
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jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”

Pasal... 23. _avat (1): "Segala putusan pengadilan
selain harus memuat alasan-slasan dan dasar-dasar
putusan itu, Juga harus memuat pula pasal-pasal
tertentu dari peraturan vang bersangkutan atau
sumber _hukun. _tidak tertulis”

Pagal. 27 avat (1): "Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilal_hukun vang hidup”

4, Beberapa Resolusi Seminar Hukum Nasional, seperti:

a.

b.

o

Resolusi. Bidang. Hukum Pidana . pada_ Seminar _Hukum
Nagional. ke-1 Tahun 1863:

1) Reseolusgi Butir IV.

"Yang dipandang sebagai rerbuatan-perbuatan
Jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan vyang
dirumiskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini
maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini
Lidak. . menutup.  pintu._bagl larangan. perbuatan-
perbuatan menurut  Hukum _Adat vang  hidupr dan
tidak menghambal. . .. pebentukan masvarakat vane
dicita-ciftakan .  _tadi, dengan sanksi adat  yvang
masih dapat. sesual. dengan. mantabal. bangaa’ .

2) Resolusi Butir VIII:

“"Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat
dijalinkan dalam KUHP"

Seminav_ Hukum Nasgional ke-IV Tahun 1279

Dalam laporan sub B.II mengenal “Sistem Hukum
Nesgional”, dinvatakan antara lain:

1) "Bistem Hukum Nasional harus sesuai dengan

kebutunhan dan kesadaran. . hukum. .. _rakvat
Indonesia™
2) ... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan

dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum

vang. tidak tertulis tetap merupakan bagian. ditl_

Hukum_Nasional"

peminar Hukum Nasional ke-VI Tahun 1994
Dalam laporan sub B.3 mengenai "Hukum Kebiasaan"
antara lain dinyvatakan:
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3.2. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum vang
penting dalam kehidupan hukum nasional.

3.4. ...... masyarakat hukum di Indonesia harus
diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan
sebagai sumber hukum, disamping peraturan
rerundang-undangan dan yurisprudensi tetap.

3.6. Dilakukan penelitian hukum adat vang
diarahkan untulk menemukan -asas dan norma
hukum yang dapat ditranspormasikan ke dalam
hukum nasional.

5. Pemikiran beberapa para ahli hukum pidana, seperti:

(=

b.

Sudarto, vang mengemukakan bahwa “Sistem hukum
Indonesia pada dasarava adalah tertulis. Ini
adalah konsekuensi dari asas legalitas. Namun

‘harus diakui kenyataan, bhahwa dilingkungan-~

lingkungan masvarakat hukum yvang kecil yang tidak
banyvak mendapst pengaruh dari luar terhadap hukum
vang hldup vang membeg&kan sanksi yang negatilf
terhadapr pelanggarnva.

Roeslan BSaleh. antara lain berpendapat bahwa
kegiatan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang
hidang tertentu harus memperhatikan kesadaran
hukum vang berkembang dalam masyvarakat. Orang
sering mengkaitlkannyva dengan hukum adat, termasuk
hukum pidana adat.

Adapula vang mengkaitkannya dengan Pasal 32 UUD
1945 (Pemerintah memajukan kebudvaan Nasional
Indonesia) vang berarti bahwa hal hukum adgf
termasuk dalam "kebudayaan Nasional Indonesgia’.

Oemar Seno AdJi. Jjuga mengkonstatir bahwa suatu
pelanggaran pidana di bawah Hukum Nasional, vang
memungkinkan adanva perundang-undangan vang
tertulis dan pula hukum vang tidak tertulis
geperti Hukum Adat Pidana, dalam hubungannya
dengan rumusan haik oleh International Covenant on
Civil and Political Rights maupun oleh Inter-
national Commission of Jurist - dikenal dalam
perundang-undangan dan Hukum Nasional kita, yang
memungkinkan Hukum Adat Pidana diberlakukan oleh

40} Sudarto (IIT), Op. Cit., hal. 35 - 3¢

61) Roeslan Saleh (I}, Op. Cit., hal. 30




Hakim Pidans Kita. 67

Selain alagan-alasan sebagaimana disebutkan di
atas, ternyata eksistensi hukum pidana adat Jjuga diakuil

oleh masvarakat beradabh pada tingkat Internasgicnal.

Pengakuan mana tertusng di dalam Pasal...15H _avat (2)

International. _Covenant _on Civil _and  Political Rights
(ICCPRY, vang mehegaskan "Nothing in this article shall
pregjudice the trial and punishment of any person for
any act or omission which, at the time when it was
committed, was criminal according to the general
principles of law recognized by the community of
nations*, B9

Yang menarik dari hal di atas, ternyaﬁa bahwa Tim
Penvusun Konesep Rencangan KUHP Baru Tahun 1985 telah
merumuskan dalam Pasal 1 ayvat (3) Konsep Rancangan KUHP
Baru prinsip menzgenal berlakunyva hukum (pidana) adat
dalam masyarakat yvang diskui masih berlaku hingga saat
ini. Perumusan tersebut berbunyi, TAKetentuan dalam
ayat (1) ¢tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup

Yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang

vatut dipidana bilamana perbuatan Iitu tidak ada

62) Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Frlangga, Jakarta,
1985, hal. 43 - 64.

43} Human Rights, A Complilation of_ _International Instruments,
Vaolume T (First Part) Universal Instruments, United MNations,
New Yoarlk, 1993, hal. 27
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persamaan dalam peraturan perundang-undangan" 84
Berdasarkan apa vang dijelaskan di atas, maka
disimpulkan bahwa sistem hukum pidana adat kelautan di
kepulauan Lease Maluku Tengah dapat merupakan salah
satu sistem hukum adat vang memiliki eksistensi
herlakunya. Bahkan dengan melakukan pengkajian dan
penelitian mengenai. eksistensi tersebut, akan dapat
disumbangan hal-hal yang bermanfaat bagi rembangunan
Sistem Hukum Nasional maupun pembaharuan hukum pidana di

Indoneszia.

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah sistem hukum
- pidana adat kelautan di kepulauan L.ease Maluku
Tengah benag masih diakui dan diberlakukan oleh
masyarakat. 0leh sebab itu perlu pula diketahui
bagaimanakah dengan  praktek peﬁegakan hukumnya
selama ini;

Mendélaskan bahwa sistem hukum pidana adat kelautan

o3

vang dikenal di kepulauan ILease Maluku Tengah
gedak dahulu merupakan bahagian dari rerkembangan
sistem hukum tidak tertulis vang berlaku pada Jjaman

kolonial Belanda hingga kini.

3. Melakukan analisis dan pembahasan terhadap penemuan

44) Badan Pembinaan Hukum Masional, Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Rancangan Konsep KUHP Baru Tahun 199471995,
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asas—asas hukum dalam sistem hukum pidana adat
kelautan tersebut, vang kemudian akan dijelaskan
sepanjang berkaitan dengan pengembangan asas-—-asas
hukum pidana dalam konteks Pembaharuan Hukum Pidana

NMasglonal di Indonesia.

F. Eontribusi Penelitian

Fenelitian ini diharapkan mempunyail manfaat, baik
untuk kepentingan pengembangan ilma hukum pidana
Indonesia disatu pihak, maupun keventingan usaha
pembaharuan hukum pidana unasional dilain rihak,
teristimewa dalam konteks Pembangunan Sistem Hukum
Nasional di Indonesia. Oleh karena itu maka kontribusi
penelitian ini antara lain:

1. Bebagai masukan bagil usaha mencari indentitas dan
karakteristik pengembangan ilmu hukum pidana positif
di TIndonesia, di mana pemikiran-pemikiran mengenai
ide/konser/sistem ?engetahuan haru vang ditemui
dapat dikembangkan guna menggantikan
lde/konsep/sistem pengetahuan lama vang masih banyvak
dipengaruhi oleh pola pemikiran dari ilma/teori

warisan kolonial.

~J

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran dalam
penyusunan Kitasb Undang-Undang Hukum Pidana MNasional
di Indonesia, teristimewa kepentingan bagi praktek

renegakan hukum pidana di Indonesia.
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F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Melihat permasalahan dan tujuan yang hendak
dicapai dari penelitian ini, maka pendekatan
vang digunakan di =ini lebih berzsifat yuridis-
normatif. Pendekatan ini bheralasan digunakan, men-
gingat vang diteliti adalah hal-hal vyang berkaltan
dengan sistem hukum yang tidak tertulis, di mans
selain telah didokumentasikan atau dicatat Juga
ditemui aturan-aturan hukum dalsm bentuk kebiasasn.
Dalam kaitan itu. maka menurut Sudartb,
pengertian "metode normatif” (yuridis) dapat
diartikan secara sempit dan secara luas. Dijelaskan

oleh Sudarto: ©9

Metods vuridis dalam__arti. __ sempit ialah
rpenggunaan metode yvang hanya melihat hubungan
yvang logis atau anti logis. ataupun dengan cara
lain yang sistematis, di dalam keseluruhan
perangkat norma. Sebaliknya apabila vang dilihat
itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat
norma belaka, tetapli Juga bahkan terutama
dilihat pentingnya efek gosial dari prembentukan
norma-norma (hukum) sehingga Justeru dilihat
rentingnya latar belakang kemasyarakatannya,
maka metode ini tidaklah kurang vuridis pula,
ialah yuridis dalam_arti_luas.

Berkaitan dengan renjelasan Sudarto, maka  perlu
ditegaskan bahwa di samping pendekatan vang bersifat

normatif, tidak tertutup kemﬁngkinan digunakan pula

63) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 13
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pendekatan vang bersifat empiris. 66 Dalam menggu-
naan pendekatan di atas. tidak dapat menghindari pula
herbagal aspek vang berkaitan dengan faktor-faktor
sozia) dan budaya masyarakat. 57

Selanjutnva mengingat penelitian ini Dbertolak
dari norma hukum pidana adat, maka pendekatan vang
cenderung digunakan dalam meliputi: (a) penelitian
terhadap inventarisasi hukum (tidak tertulis); (b)
penelitian terhadap asas-asas hukum, 68 serta; (c)

penelitian yang berkaitan dengan sejarah hukum. 68

646) Sunaryati Hartono (III), Kembali ke Motode Penelitian_ Hukum,
Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984,
hal. 34

47) Barda Nawawi Arief mengemukakan hahwa penelitian hukum (dalam
arti: aspek norma dan nilai) bisa saja berupa kajian/pene-
litian filosofis, sosiologis, antropologis atau pendekatan
historis dan komparatif, Lihat Barda Nawawi Arief (V),
Bahan Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Universitas
Dienderal Soedriman, Poewekerto, 11 - 1% September 1995,
hal. 7 ‘

48) Ronny Hanitijo Soemitro, MNetodolpgi Penelitian Hukum_ dan
Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Cetakan Ketiga,
hal. 12 . Lihat juga Soerjono Soekante (II), Pengantar

49 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,

Suatu Tinjauan Gingkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 101.
Menurut Soerjone Scekanto dan Sri Mamudji, "sebagai suatu
metode dalam penelitian hukum normatif, sejarah hukum berusaha
untuk mengadakan identifkasi terhadap tahap-tahap perkembangan
hukum, yangq dapat dipersempit menjadi sejarah perundang-~ -
undangan. Yanq penting adalah kegiatan jlmiah untuk mencoba
menyusun pentahapan. perkembangan hukum atau perkembangan
perundang-undangan.



44

Penelitian vang berupa Inventarisasi hukum
tidak tertulis  dimaksudkan sebagal wusaha untuk
menghimpun bherbagai aturan-aturan hukum sasi (laut),
baik vang temui di dalam béherapa peraturan hukum
semasa Jjaman pemerintahan kolonial Belanda, maupun
melslul herhagai keputusan lembaga adat, sepertiﬁadan
Saniri Besar vyang magih diakui oleh masyarakat di
kepulauan Lease Maluku Tengah.

Selanjutnya' penelitian terhaday penemuan asas-
asas hukum bertitik tolak pada tata hukum dengan cara
mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap
kaedah-kaedah hukum yang telah dirumuskan sebelumnya,
maupun vang masih dalam bentuk tidak tertulis atau
kebiasaan-kebiasan, vyang berkaitkan dengan sistenm
hukum pidana adat kelautan di  kepulauan Lease Maluku
Tengah. Sedangkan penelitian vang berkaitan dengan
sedarah hukum wmenitik-beratkan perhatiannya: pada
rerkembangan lembaga-lembaga hukum, khususnya vang
berhubungan dengan penetapan aturan-sturan sasi  laut
maupun penerapan aturan dan prengenaan sanksi adst
oleh lembaga peradilan darl Jjaman Hindia Belanda
hingga kini.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam lingkup

penelitian deskriptif analitis. Maksudnva, dengaﬂy

penelitian ini akan dideskripsikan dan dijelas-
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kan beberapa hal vang berkaitan dengan hasil inven-
tarisasi aturan-aturan hukum di dalam sistem hukum
pidana adat kelautan vang masih dikenal dan diperta-
hankan di kepulauan Lease Maluku Tengah. Selanjutnya
hasil inventarisasi aturan-aturan hukum tersebut
diidetifika=si guna menemukan beberapa asas hukum
vang kemudian dilanjutkan dengan analisis disertal
pembaﬁasan vang berhubungan dengan masalah pembahar-
uan  hunkum pidana  di Indonesia.

Untuk mendukung analisis dan rembahasan,
akan digunakan heberapa kerangks pemikiran teori,
disertal pandangan dari beberapa ahli hukum pada
umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Metode Penentuan Sampel

Bertolak dari judul dan permasalahan penelitian
int, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah
kepulauan Lease sehagali salah esatu wilayah di
Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah. Alasan
dipilihnya lokagi penelitian ini. karena dari
heberapa daerah pesisir di Kabupaten Dati IT Maluku
Tengah, kepulauan  ILease merupakan = salah satu
wilayah atau kawasan pesisir yang sangat potensial
dalam melaksanaan hukum pidana adat kelautan selama

ini. Oleh sebab itu, maksa populasi penelitian

mencakup keseluruhan sistem hukum ridana adat

kelautan yang meliputi, baik substansi, struktur
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maupun kultur hukum yvang ada dalam masyarakat.
Dalam kaitan itu, maka renentuan sampel
penelitian dilakukan secara purposive random

sampling. 70

yakni penentuan Jumlah sampel dengan
sistem penjatahan di mana sasarannya pada desa-desa
yang masih aktif mempertahankan dan, melaksanakan
‘budaya sasi laut. Penentuan ini dimungkinkan karena
data yang terungkap mempunyai sifat vyang homogen.

Karenanyva dari sampel tersebut, akan ditemui

informasi vang diperlukan bagi kepentingan tujuan

penelitian.
Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan rendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini, maka data yang digunakan nantinya
adalah data sekunder atsu data normatif. '+ Walaupun
cdemikian, dalam  menganalisis dan membahas

permasalahan yang diteliti tidak tertutup kemungkinan

7Q0) Ronny Hanitijo Socemitro, Op. Cit., hal. 31 atau Juga lihat

Soerjono Seokanto (II), Op. Cit., hal. 197

71} Ronny Hanitijo Soemitro membagi data sekunder menjadi: (a) data

sekunder umum, yakni vang meliputi data sekunder vang bersifat
pribadi dan data sekunder yang hersifat publik; dan (b) data
sekunder, di bidang hukum .dipandang dari  sudut kekuatan
mengikatnya meliputi, hahan-hahan hukum primer, bahan~bahan
hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier. Lihat . Ronny
Hanitijo Soemitro, Ibid, hal. 11 - 17
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digunakannya data primer ataun data emipris. 72

Mengenai teknik pengumpulan data, digunakan: (a)
studi kepustakaan dan; (b) wawancara. Studi
kepustakaan lebih diafahkan rada usaha menemukan
pendapat dari pilkiran pada ahli yang berkaitan dengan
permasalahan dan tujuan penelitian. Umumnya hasil
pikiran psrs . ahli itu tertuang dalam berbagai
literatur. seperti buku-buku ilmiah, majalah-majalah,
kertas kerja, tulisan-tulisan ilmiah dan sebagainya.
Sedangkan wawancara akan dilakukan dengan para kepala
dega, para tokoh adat, anggota kewang laut, dan
gebagian masyarakat.
Metode Analisis Data

Data ayang terkumpul selanjutnya dianalisis.
Pada tahap ini, dsta dikerjakan dan dianalisis
dlgertal rembahasan sehingga dapat disimpulkan
beberapa pembhenaran vang selanjutkan digunakan guna
menjawab permasalahan dalam penelitian iri. Sédangkan
metode analisis data yvang digunakan bersifat analisis

normatif kualitatif. 9 Pertimbangannya, karena

Soerjono Seokanto menjelaskan hahwa data yvang diperoleh secara
langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) disebut

sebagai data primer. Lihat Soerjono Soekanto (I1), Ibid,
hal. 31

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, “"dalam melakukan penelitian
normatif hanya dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari
perpustakaan, vyaitu bherupa peraturan-peraturan perundang-
undangan, keputusanm-keputusan pengadilan, teori-teori hukum
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pendapat yang digunakan cenderung bersifat normatif.

Jadi analisisnya lebih berorientasi pada pengujian

data herdasarkan kerangks teori hukum dan kaidah

hukim positif.

e e Dot anued., ..

normatif dan pendapat para ahli termuka'dibidanq ilmuy hukum,
sedangkan analisis yang dilakukan merupakan analisis normatif
kualitatif. Lihat Ronny Hanitijo Soemitra,
Penelitian Hukum, dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial
(dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan
Metodologi Ilmu Sosial, Semarang, 14 ~ 15 Mei 1999, Bagian

Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 1999, hal. 12

fietodologi

4




BaARB I
HUKUM PIDANA ADAT DAN PEMBAHARUAN HUEKUM PIDANA

DI TNDORESIA

A. Pengertian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat 4i
Indonesia

IIntuk meméhami permasalahan hukum pidana adat,
sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum
pridana dan hukum pidana adat itu. Penjelasan ini
?enting karema dengan mengetahui tersebut, setidaknya
dapat diketahui apakah terdapat perbedaan, dan
bagaimanakah perkembangannya dalsm sejarah hukum pidana
di Indonesia. termasuk eksistensinya dalam pembaharuan
hukum pidana di Indonesia.

Jika diikuti beberapa pemikiran para ahli hukum
pidana, hukum pidana sendiri diartikan sebagai sistem
sanksi vang negatif. 1 Utrecht. cenderung menyebutkan
hukum pidana sebagai hukum sanksi vang istimewa. 2

Dizebutkan demikian, karena hukum pidana mengenal apa

1} Sudarto mengemukakan bahwa sebagai sistem sanksi yang negatif,
karena hukum pidana memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan
yang tidak dikehendaki oleh masyarakat itu. Lihat untuk itu
Sudarto (I}, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana
Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum
Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang,
21 Desember 1974, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, Cetakan ke-3 Tahun 1979, hal. 4

2) Utrecht (I), Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta
Mas, Surabaya, 1984, hal. 57

49
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vang disebut dengan hukum sanksi, vakni vang herupa

ridana, vang cenderung menimbulkan penderitaan bagi

barangsiapa yvang melanggar aturan-aturan vang dilarang.

Karena 1itu hukum pidana juga mempunyai fungsi vang

gubsidiair.

3 Sama halnya dengan Utrecht dan Sudarto

di atas, van Bemmelen 4 berpendapat:

Hukum pidana menunjukan adanya pergamaan dengan
bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum
menentukan peraturan untuk menegakan norma-norma
vang diakui oleh hukum. Akan tetapri dalam satu
gegl, hulkum pidana menyimpang daril bagian lain dari
hukum, yaitu bahwa dalam hukum pidana dibicarakan
soal penambahan pendesritaan dengan sengadja dalam
bentuk pidans, Jiuga walaunpun pidana itu mempunyai
fungsi yvang lain daripada menambah penderitaan.

Diakui oleh van Bemmelen, perbedaan besar antara

hukum pidana dan bagian lain dari hukum menjadi alasan

untuk menganggap hukum pidana sebagai satu  wltimum

remedium (sarana terakhir), sehingga sedapat mungkin

dibatasl penggunaannyva. 5

Memperhatikan pendapat demikian, diasumsikan bahwa

merumuskan apa itu hukum pidana merupakan persoalan vang

tidalk

mudah. Walaupun demikian dapat dimengerti bahwa

hukum pidana adalah sekumpulan aturan vang herisikan

larangan dan keharusan disertal sanksl vang berups

3) Sudarto (II), Hukum_dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981,

4) Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum, .
Binacipta, Bandung, 1987, Cetakan II, hal. 13

3)

hal. 30

Thid., hal. 14

o
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pidana hagl mereka yang melakukan melanggar.

Di  dalam beberapa literatur hukum pidana, umumnya
disimpulkan bahwa rumusan mengenai hukum pidana sering
menimbulkan perdebatan. bahkan rumusan vang dibuat
terkadang kurang sempurna dan tidak dapat digunakan
gecara umum. UUntuk mengetahui hal dimaksud, berikut
ini akan dikemukakan beberapa rumusan mengenai renger-
tian hukum pidana. Menurut Lemaire: 6
Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma vang
berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan
vang {(oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan
dengan suatu sanksi berupa hukuman, vakni suatu
penderitaan vang bersifat khusus.

(Het strafrecht is samengesteld uit die normen
welke geboden en verboden en waaraan (door de
wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder
leed, is gekoppeld. Men kan dus ook seggen dat het
strafrecht het women stelsel 1s, dat bepaalt op
welke gedragingen (deen of niet-doen waar handelen
verpnlicht Jis) en ondsr welke omstandigheden het

recht met straf reageert sn waaruit deze gtraf
bestaat) .

Menanggapi rumusan tersebut. Lamintang antara lain
mengomentari bahwa rumiusan  hukum pidana menurut
Lemaire .di atas mungkin saja benar seandainva vang
dimaksudkan ‘itu gdalah hukum pidana material. Menurut
Lamintang, hukum pidana itu bukan saja terdiri dari
hukum pidana material, karena di samping hukum pidana

material kita mengenal pula hukum pidana formal ataupun

6) lemaire, Het Recht In_Indonesie, hal. 145, di dalam lamintang,

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990,
hal. 1 .
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vang sering disebut dengan hukum acara pidana. 7

Apa yang dikemukakan Lamintang ini memang ada
benarnya karena menurut Simons, hukum pidana itu dapat
dibagi menjadl hukum pidana dalam arti objektif atau
strafrecht 1Iin objectieve zin dan hukum ﬁidana dalam
arﬁi subjektif ateu strafrecht in subjectieve zfn-
Hukum pidana dalam arti objektif adalsh, hukum pidana
vang berlaku atau vang juga disebut dengan hukum _pidéna
prositif etaun Jus poenale. 8
Selanjutnya Simons merumuskan hukim ridana positif atau.

ius poenale itu sebagai: 9

1. EKeseluruhan larangan atau perintah vang oleh
Negara diancam dengan nestapa vyaitu “pidana"
apabila tidak ditaati;

. Keseluruhan peraturan vang memberikan das=ar

syarat-syarat untuk penjatuhan pidana: dan

Keseluruhan ketentuan vyang memberikan dasar

untuk penjatubhan dan penerapan pidana.

3

£

Sama halnva dengan Simons., van Hamel 10 Juga mengemu-—

kakan bahwa hukum pidana adalah:

Keseluruhan dasar dan aturan vang dianut oleh
negara dalam kewaJdibannva untulk menegakkan hukum,
vakni dengan melarang apa. vang bertentangan
dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu
nestapa (penderitsan) kepada vang melanggar

7) Ibid, hal. 2

8) Loc., «cit. Lihat pula untuk itu Satochid Kartanegara, Hukum

Pidana _Bagian Pertama, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun,
hal. 1

?) Lihat untuk itu Soedarto (IITY, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto,
Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, Cetakan 11, hal. 10

10) lLec. Cit.
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larangan itu.

Selanjuﬂnya dengan mengintrodusir pendapat van Hamel
di atas, wvan Hattum 11 merumuskan hukum pidana positif
sebagai:

suatu  keseluruhan dari asas—-asas dan peraturan-—
peraturan vyang diikuti oleh negara atau suatu
masyarakat hukum umum lainnyva, di mana mereka itu
sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah
melarang dilakukannya tindakan-tindakan vang
bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan
pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan
suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa
hukuman.
(Het samenstel van de beginselen en regelen, welke
de staat of eenige andere openbare rechtgemeenschap
volgt, in soover hij als handhaver der openbare
rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner
voorschriften voor den overtreder een bijzonder
leed als straf verhint).

Mencermati kembali pendapat van Hattum di atas,
dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana yang
dirumuskan selama ini belum banyak memuaskan, sebab
selain vang dimaksudkan dengan peraturan-peraturan
hulkum positif, Juga termasuk keseluruhan asas—-asas
hukum.

Terhadapr pendapat terakhir ini, tampaknya terdapat
kesan bahwa yang dimaksudkan dengan asas-asas hukum
dalam rumusan van Hamel tidak hanya meliputi asas—asas
hukum yang telah dikonkritkan, tetapi Jusga termasuk
asas—-asas hukum umum yang masih bersifat abstrac norms
yvang perliu dikonkretkan menjadi actual norms guna

11) Lamintang, Op. Cit., hal. 2




b4

menemukan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. 12
Yang dikemukakan di atas béralasan karena ketika
membahas objek ilmu hukum pidana positif, Barda Nawawi
Arief menegaskan bahwa ilmu hukum pidana
normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu
hukum pidana positif. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam
mempelajari hukum pidana positif sebagai suatu ilmu
vang sifatnya normatif/dogmatik, seharusnya ilmu hukum

ridana itu mencakup: 13

1. Tus Constitutum atau ilmu hukum pidana positif.
Atau dengan kata lain, hukum pidana
normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena
hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma
vang ada dalam hukum pidana positif vang saat
ini berlaku;

2. Ius Constituendum, vakni ilmu hulkum ridana
normatif/dogmatik dalam arti luas, yang meliputi
arti hukum pidana yang akan datang, vang dikenal
dengan "politik hukum pidana“. Jadi yvang
dipelajari adalah hukum pidana vang
seharusnya/sebaiknya/seyogyanya;

3. Ius Comperandum atau rerbandingan terhadap

12) Menurut Bruggink, bahwa asas hukum itu terlalu umum untuk dapat
berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Karena itu, asas hukum
harus dikonkretisasikan. Lihat untuk itu, Arief Sidharta,

Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
hal. 132

13) Barda Nawawi Arief (I), Bahan Kuliah Kebijakan Hukum Pidana
pada Program Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Angkatan
XV Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Piponegoro,
Semarang, Tahun Ajaran 1996/1997, atau lihat pula Barda MNawawi
Arief (II), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan_dan Pengempbangan
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal, 102




hukum pidana asing dan; 14

4. Hukum pidana vang hidup dalam masvarakat atau
hukum pidana adat.

Pengertian hukum pldana dalam arti JTus Puniendi,

15

Soedarto membaginya ke dalam dua pengertlan, vakni:

(a) pengertian secara luas; dan (b) pengertian secara
sempit. Selanjutnyva diijelackan:

Dalam artli luas, ialah Hak Negara atau alat-alat
rerlengkapan Negara untuk mengenalkan atau
mengancamkan pidans terhadap perbuatan tertentu'.
Sedangkan dalam arti sempit berarti, Hak negara
untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan
dan melaksanakan pidana terhadap orang yang

melakukan verbuatan yang dilarang. Hak ini
dilakukan oleh badan-badan peradilan”. Jadi JTus
Puniendi merupakan hak mengenakan ridana.

Dengan kata lain, Jus puniendi harus berdasarkan
ius poenale.

Dengan penjelasan ini. adalah tepat Jika diikuti
pendapat Sudarto bahwa hukum pidana dapat didefinisikan
sebhagal "aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu
rerbuatan vang wemenuhi syarat-gyvarat tertentu suatu
akibat vang berupa pidana (definiel dari Mezger)".

Dijelaskan oleh Budarto, pada dasarnya hukum pidans

14) Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa idistilah Jus Com-
perandum  merupakan  pengertian hukum pidana yang belum
diketahui, karena masih harus dibandingkan. Sedangkan hukum
pidana asing yang sudah diketahui dan yang akan digunakan
untuk dibandingkan disebut Jus Comperatum. Selanjutnya ukuran
pembandingnya disebut sebagai Tertium Comperationis. Lihat
untuk itu Barda Nawawi Arief (III), Bahan Kuliah Perbandingan
Hukum Pidana bagi Mahkasiswa Angkatan XV Program Kajian Hukum
dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister (S2) Ilmu
Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1996/1997.

15) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 10



herpokok pada duas hal, vakni: 16

1. Perbuatan vyang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Dengan perbuatan vyang memenuhi syarat-syarat
tertentu itu dimakeudkan rerbuatan yvang
dilakukan oleh orang vang memungkinkan adanya
remberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat
disebut “perbhuatan vang dapat dipidana’ atau
digingkat ‘“perbuatan Jahat" (Verbrechen atau
Crime). Oleh karena dalam perbuatan Jshat ini
harus ada orang  yang melakukannnya maka
persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu
diperinci menjadi dua., ialah perbuatan vyang
dilarang dan orang vang melanggar larang itu.

2. Pidana

Yang dimaksudkan dengan pidana ialah penderitaan
vang sengaJja dibebankan Lkepada orang vyang
melakukan perbuatan yvang memenuhi syarat-syarat
tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern,
pidana ini Juga meliputi apsa yvang disebut
dengan “tindakan tatatertib" {(tuchmaatregel,
Mazznahme). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat
Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam
KUHP vyang sekarang berlaku Jenis-jenis pidana
vang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10
EUHP dst.

Memahami pendapat di atas, getidaknya dapat
disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana mengandung
adanya persyaratan tertentu, teristimewa vang berkaitan
dengan, (a) perbuatan yvang dilarang:; (b) orang yang
melakukan perbuatan vang dilarang: dan (c¢) pidana bagi
mereka vang melanggar perbuatan vang dilarang tersebut.

Dalam memahami rersoalan da=ar hukum pldana
tersebut, maka vyang perlu untuk dihindari adalah
persepsi vang salah méngenai hakikat dan malkna
pengertisan bahwa hukum pidana cenhderung menimbulkan

16) Ibid, hal. 9



penderitaan. Persepsi demikian dapat dibenarkan, karena
terkadang orang 1lebih tertarik untuk mengadalkan
"pidana” dalam hukum pidana sebhagai garana dalam
menanggulangi berbagai kejshatan. Itulah sebabnya hukum
pidana dikatakan hukum pidana diidentikan dengan
renderitaan. Pikiran demikian Juga diakul oleh Leo
Polak, 17 vang antara lain mengemukalkan:

Hukum pidana adalah bagian dari hukum vang paling

celaka, sebab ia (hukum pidana) sampal sekarang

tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia
membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya
kervas, tetapri kita harus mengatakan itu dan
menuniukan: ia tidak mengenal baik dasar maupun
hatasnya - baik tuduannva maupun uvkurannya.

Problema-problema dasar dari hukum pidana satau

sebenarnya satu-satunys problema dasar dari hukum

pidana ialah, makpa, tujuan serta ukuran dari
penderitaan-pidana yang patut diterima, tetap
merupakan problema yang tidak terpecahkan.

Terlepas dari berbagail perdebatan dalam memshsami
pengertian hukum pidana di atas, vang Jjelas apabila
diikuti pendspat Sudarto maks inti pengertian hukum
pidana itu sendiri menurut beliau haruslah mengandung
tiga hal penting, vakni:

1. Adanya perbuatan yang dilarsng dengan aturan ridana;

2. Adanya orang vang melakukan perbuatan vang dilarang

itu: dan

17} Ibid, hal. 30 - 31, atau lihat pula Sudarto (IV) Kapita Selekta «

Hukum__Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 79. Lihat pula
Roeslan Saleh (I), Suatu Reoreintasi dalam Hukum Pidana,
Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal.23




3. Adanya sanksi vang berupa pidans bagi vang melanggar
larangan tersebut
Apa vang dikemukakan Sudarto ini diikuti pula
oleh Muladi. 18 vang menegaskan hahwa:

Apabila kita membahas hukum pidana materiil

{(substantive criminal law), maka mau tidak mau kita

akan hergelut dengan tiga permasalahan pokok dalam

hukum pidana. Yang pertama adalah perumusan

perhuatan., vang dapat dipidana atau perbuatan vang

dikriminalisasikan, yvang kedua adalah pertanggung-

Jawaban pidana dan yang ferakhir adalah sanksi, baik
vang berupa wpidana (strarf) maupun yvang berupa

tindakan (maatregel).

Secara singkat ketiga persoalan pokok dalam hukum
vidana tersebut oleh Barda Nawawi Arief diringkas

sebagal, (1) masalah “"tindak pidana"; (2} masalah

"kesalahan": dan (3) masalah "pidana’. 19

Penjelasan vyang dikemukakan oleh Sudarto, Muladi
maupun Barda Nawawi‘Arief memang merupakan masalah yang
sangat mendasar dan berkaitan dengan pendapat Helbert L.
Packer yakni: |

The rationale of the criminal law rests on three
concepts: offence, gulit and punishment... These
three concepts symbolize the three basic problems
of substanre (as opponsed to procedure) in the
ariminal law; (1) what conduct should be designated
as criminal; (2) What determinations must be made
baefore a person can be found to have committed a
ceriminal offense;  (3) What should be done wilth

18) Muladi (1), Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa
Datang, Pidato Pengukuhan diucapkan pada Peresmian Penerimaah
Jabatan Guru Besar Dalam Pata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari .
1990, hal. 2

19} Barda Nawawi Arief (I1), Op. Cit., hal. 118
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persons wﬁg are found to have committed criminal
offenses.

Dari penjelasan pengertian hukun pidana positif di
atas, maka yvang perlu dipertanyakan dalam kaitan dengan
pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah, bagaimana
dengan wmakna. dan hakikat pelanggaran menurut hukum
pidana adat yvang sebahagian besar masih diakuil.

Pertanyaan terakhir ini penting diajukan, sebab
bagaimanapun juga prinsip mengenal asas legalitas formil
dalam hukum pidana positif di Indonesia masih menolak
berlakunya hukum pidana adat atau hukum pidana tidak
tertulis. Jiks demikian halnya, bagaimana dengan
berbagal pelanggaran adat vyang selama ini terJjadi
dibherbagai daerah. Apakah masalah vpelanggaran adat ini
juga merupakan masalah dasar dalam pembaharuan hukum
pidana di Indonesia.

Terhadap hal tersebut akan dibahas dalam sub bab
berikutnya karena berkaitann dengan masalah kebijakan
hukum pidana. Selandutnya untuk memahami makna dan
hakikat pengertian hukum pidana adat, berikut ini akan
dijelaskan pengertian hukum pidana adat.

Penggunaan istilah hukum pidana adat sebenarnya
merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yakni ‘“adat
delicten recht” atau hukum pelanggaran adat. Jiks

ditelusuri. istilah ini tidak ditemui dikalangan

20) Herbert L.Packer, The Limits of The Criminal Sanction,
Stanford, California, Stanford University Press, 1968, hal. 17




| 60

masyarakat adat. Yang umumnya digunakan seperti kata
"salah" di Lampung,; atau "sumbang” di Sumatera Selatan
sebagal 1istilah vang menyatakan rerbuatan vang
bertentangan dengan hukum adat.

21

Menurut Soerjono Soekanto penggunaan istilah

hukum pidana adat cenderung menggunakan istilah "hukum

penyelewengan"” karena mencakup penyelewengan di bidang
hukum tantra adat, hukum perdata adat maupun hukum
pidana adat. Selanjutnya dijelaskan:

Sebenarnya pemakaian istilah hukum pidana
dirasakan Xkurang tepat, karena yang dimaksud di
sini adalah penyelewengan dari Lketentuan-ketentuan
hukum adat, yaitu sikap-tindak vyang mengganggu
kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku
hukum tantra adat dan hukum perdata adat. Di dalam
pembahasan mengenai hukum penyelewengan adat,
bidang-bidangnya akan mencakup:

1. Penyelewengan dalam bidang hukum tantra adat;

Z. Penyelewengan dalam bidang hukum perdata (yvang
mencakup bidang-bidang hukum pribadi, hukum
harta kekayaan, hukum kelaurga dan hukum waris):

3. Penyelewengan karena melakukan sikap-tindak vang
dipandang sebagai sikap tindak yang jahat.

| Di dalam literatur ilmu hukum adat, istilah vang
| ditemukan sebagai makna pelanggaran adat adalah istilah
"delik” atau “pelanggaran", seperti yang digunakan oleh

Ter Haar: 22

21) Soerjono Soekanto dan Soleman B. Tenko, Hukum Adat Indonesia,
CV Radjawali, Jakarta, 1981, hal. 307

| 22) Ter Haar, Asas-Asas  dan __Susunan  Hukum Adat, Pradnya
| ’ Paramita., Jakarta, 1976, hal. 225. Di dalam buku aslinya
berjudul Adatrecht, JB Wolters Grogingen, Djakarta, Druk,
1950, hal. 219 dinyatakan bahwa delik atau pelanggaran adalah
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Yang dianggap sebagal suatu pelsasnggaran atau
"delict" adalah getiap gangguan segi satu
(eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap

renubrukan dari zegl satu pada Dbarang-barang
kehidupan materiil dan immateriil orang seorang
atau darivada orang-orang banyvak vang merupakan
gatu kesatuan (segerombolan): tindakan sedemikian
itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan
besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah
berupa reaksi adat (adat reactie), karena reaksi
mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan
kemhali {kebanyakan dengan Jjalan rembayaran
relanggaran berupa barang-barang atau uans.
Memahami randangan Ter Haar ini, dapat disimpul-
kan bhabwa eebenarnys isgtilah delik atau pelanggaran
itu menunjukan adanya perbuatan sepihak vang oleh pihak
lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan
sebagal rerbuatan vang mengganggu  keseimbangan. 0leh
van Vallenhoven istilah ini disebut sebagai delik,
karena perbuatan itu tidak diperbholehkan. 23
Soepomo  dalam membahas masalah ini berkomentsar,
dl dalam hukum adat segala perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal
dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk

memperbaiki kembali hukwum (rechtsherstel) jika hukum itu

diperkosa. 24 Pada bagian lainnya Soepomo mempertegas:

-".... Jooy - P
PR I T A W T =Ty VR

woor delikt geeft gus aan een eenzijgend, door de
wederparty niet vaoraf uitdrukeijke of stil swijgend,
handeling van evenwichtsvertoring”.

23} Lihat untuk itu, Surojo Wignjodipuro, Penqantar dan Asas-Asas “
Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1979, hal. 286

Hukum__Adat, Pradnya Paramita,

Jakarta, 1986, hal. 108
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Hukum adat ywyang tradisionil menunjukan adanya
nilai-nilai universil seperti asas-asas gotong
royong, fungsi sosial manusia, dan milik dalam

magyvarakat, asas persetujuan sebagai dasar
kekuasaan umum, asas prerwakilan dan permusya-—
waratan dalam sistem pemerintahan. Kesemua

nilai-nilai ini akan mendapatkan persyaratan vang
baru dalam__lembaga-lembaga moderen yang berasal
dari Barat. 25
Dari penjelasan sementara di atas, disimpulkan
bahwa delik atau pelanggaran atau perbuatan illegal
sebenarnya merupakan salah satu bentuk perilaku yang
oleh sekelompok masyarakat perbuatan tersebut dianggap
tidak menyenangkan, karena mengganggu ketertiban dan
kedamaian dalam masyarakat. Bahkan mungkin perilaku atau
perbuatan termasuk pula akibat yang ditimbulkan dapat
mendatangkan bahaya bagi masyarakat secara persekutuan.
Hermien Hadiati Koeswaddi 26 dalam membahas delik adat
.mengemukakan:
Setiap penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang
sudah ditetapkan itu, apalagi Jjika penyimpangan itu
berakibat merugikan satu atau lebih anggota
masyarakat vyang lain, mengakibatkan keseimbangan
vang sudah ada itu menjadi terganggu. QOleh
karenanya, untuk mengembalikan keseimbangan
tersebut maka harus ada tindakan-tindakan baik oleh
pelaku dari.perbuatan tersebut ataupun masyarakat
di mana ia hidup dan menjadi anggotanya.

Menyimak pemikiran dimaksud, dapatlah dikemukakan

bahwa sebenarnya inti hukum pidana adat adalah adanya

25) Ibid., hal. 20

26) Hermien Hadiati Koeswadji (I), Beberapa Permasalahan Hukum dan
Pembangunan Hukum, HMukum dan Pendidikan Hukum dan Hukum dan
Bantuan Hukum, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal. 59
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pelanggaran atau perbustan 1illegal — termasuk Juega
akibat vang ditimbulkan dari perbuatan illegal -- yang
mengganggu keseimbangan Bt En kegoncangan dalam

mazvarakat. Mengingat adanya gangguan, maka perlu ada
tindskan untﬁk remulihan keseimbangan kemball.
Tindakan pemilihan keseimbangan patut dilakukan

gebabk  bagaimanapun Jjugs  keseimbangan dalam masyarakat
27

sudah terganggu. ] Made Widnyvana, menjelaskan:

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (the
living 1law), diikuti dan ditzati oleh masyaraksat
adat secara terus menerus, dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan
tata tertib tersebut divandang dapat menimbulkan
kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap
mengganggy keseimbangan kosmis masyarakat, oleh
sebab itu bagl si pelanggar diberikan reaksi adat,
koreksi adat atau =anksi adat oleh masyarakat
melalul pengurus adatnya.

Yang diketengahkan I Made Widnyvana ini merupakan
cars herpikir orang Indonesia atau masvarakat adat
vang ada di Indonesia, sebab bagaimanapun Juga hukum
pidana adat merupakan bagian dari budaya masvarakat.
Hilman Hadikusuma mengutarakan bahwa hukum pidana adat
merupakan hukum yang hidup (living law), dan akan terus
hidup selama ada manusia budaya. Karenanva ia tidak akan

dapat dihapus dengan 'pevundang~undanganﬂ Selanjutnya

dikatakan: 28

27) I Made Widnyana (I), Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Eresco,
Bandung, 1993, hal. 3 : '

28) Hilman Hadikusuma (I), . Hukum_ Pidana Adat, Alumni, Bandung,
1989, hal. 10
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... andaikata diadakan Juga undang-undang vang
mengharuzsnya. akan percuma Jusga, malahan hukum
pidana wperundang-undangan akan kehilangan - sumber
kekayvaannya, oleh karena hukum pidana adat itu
lebih dekat hubungannya dengan antropologi dJdan
sosioclogi daripada hukum perundang-undangan.
Mengikuti kembsali apa yang telah dijelaskan di
atas, dapat dikenukakan sebenarnyva bahwa Jika terjadi
tindakan atau perbuatan vang intinya melanggar perasaan
keadilan vang Dberisikan kepatuhan wuntuk hidup dalam
masyarakst secars tentram, demal serta mampu memelihara
keselmbangan diperlukan reaksi adat, yang prinsipnva
merupakan inti dari hukum pidana adat itu sendiri,
selain perbuatan vang dilarang.
Surojo Wigndodipuro dalam membicarakan masalah
reakei adat herpendaprpat bahwa "reaksl-reaksi adat

merupskan tindakan-tindakan vang hermaksud untuk

mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan

meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial

vang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat'. 29

Perlu diketengahkan bahwa kegoncangan atau
terganggunya keseimbangan masyarakat dalam kepustakaan
hukum adat tidak selaﬁanya bersifat umum atau menyentuh
masyvarakat seluruhnya, namun mungkin Jjuga merupakan
gangguan keseimbéngan di dalam sekerabat rumah tangga.

Timbulnya reaksi masyarakat sebenarnya bertujuan untuk

mewuiudkan kegeimbangan masyarakat.

29} Surojo Wignjodipuro, Op. Cit., hal. 287
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Bertolak dari penjelasan tersebut, diakui bahwa
untuk merumuskan apa itu hukum pidana adat ternyata
tidaklah mudah, apalagi yang disebut dengan delik adat.
Walaupun demikian menurut Molejatno, bahwa "delik adat
itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana barangsiapa vang melanggar larangan
tersebut". 30

Memperhatikan kembali renielasan sebagaimana
dikemukakan, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa hukum
pidana adat itu memiliki ciri tradisionil, karena pada
dasarnys meliputi:

1. Adanya hubungan antara dunia nyata dan tidak nyata,
antara alam fana dan alam baka, antara kekuasaan
manusia dan kekuazaan gaib, antara hukum manusia  dan
hukum Tuhan;

2. Bukan merﬁpakan hagil c¢iptaan fikiran rasional,
intelektuil dan liberal, tetapi Jjusteru merupakan
hasil ciptaan fikiran yang komunal magis religius
atau komunal kosmis.

Hilman Hadikusuma dalam membahas ciri dan .
remikiran hukum pidans adat vyang demikian, antara lain

nengomentari bahwa sebenarnyva hulkum pidana adat itu

30) Moeljatne (I, Perbuatan Pidana dan. Pertanggungajwaban Dalam
Hukum _ Pidana, Universitas Gajah Mada, Yogjakarta, 1969,
hal. 8 -~ 9
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bersifat: 51

1. Menyveluruh dan Menvatukan.
D3 sini Hukum pidana adat tidak membedakan antara
relanggaran vang bhersifat perbuatan pidana maupun
perbuatan perdata. Jadi. semua pelanggaran yvang
tefjadi diadili oleh thakim adat esebagal suatu
kesatuan perksars yang pertimbangan dan keputusannya
bersifat menye luruh berdasarkan faktor vang
mempengaruhinya;

2. EKetentuan Yang Terbuka.
Maksudnya bahwa ketentuan hukum adat tidak bersifat
pasti. Hukum pidana adat di sinli sangat terbuka untuk
segala peristiwa atau perbuatan yvang muangkin terjadil.
Jadi yang menjadi ukuran menurut ukuran hukum pidana
adat adalah, rasa keadilan menurut kesadaran hukum
masyarakat sesuai dengan rerkembangan keadasan, waktu
dan tempat. Walaupun ketentuan hukum pidana adat itu
didasarkan pada tradisi dari hukum adat yang berlaku,
namun dalam penyelesaiannya bersifat terbuka untuk
menerima sesuatu yvang baru. Yang terpenting adalah
bagaimana mencari Jjalan pemecahan dan pényelesaiannya
vang membawa kerukunan hidup . sehingga kehidupan

menjadi selaras dan seimbang;

31) Hilman Hadikusuma (I}, Op. Cit., hal. 12 - 14
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Membaeda-bedakan Permasalahan.

Apabhila terjadi pelanggaran. maka yang dilihat bukan
semata-~-mata perbuatan dan akibatnya, tetapl Juga
latar belakang dan pelakunya. Maksudnya, dalam
mencari cara penyvelesaiannya atau melakukan tindakan
hukum terhadap eesuatu peristiwa dapat berbeda.
Contohnya, pelanggaran vang dilakukan oleh kerabat
remuka adat atau Juga pemuka masyarakat akan lebih
besar akibat hukumnya dari pelanggaran yang dilakukan
oleh masyarakat bilasa. Sebaliknya pula bila perbuatan
menghilangkan nyawa pemuka masyarakat, hukumannya
akan lebih berat dari perbuatan menghilangkan nyawa
orang bhlasa;

Peradilan Dengan FPermintaan.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan pefkara
pelanggaran, umumnya didasarkan rada permintaan atau
péngaduan pihak vang dirugikan. Walaupun demikian,
terhadap pelanggaran tertentu petugas hukum adat Juga
dapat bertindsak tanpa melalui  permintaan atau
rengaduan sebelumnyas

Tindakan Reaksi atau Koreksi.

Penyelesaian  terhadar akibat peristiwa yang telah

mengganggu keseimbangan masyarakat, petugas hukum

adat tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya,

tetapi  Juga dapat dikenakan pertanggungjawaban

terhadap keluarga atau kerabat pelalku atau mungkin
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membebankan kewajiban Lkepada masyarakat untuk
mengadakan upacara selamatan desa dan lain-lain.

Dengan memahaml sifat hukum pidana adat ini,
masalah  menarik yang patut diketengahkan adalah apa
sehenarnya yvang merupsakan alasan untuk diadakan resaksi
adat sebagai akibat dari pelanggaran yang terdadi.
Menurut Hilman Haﬁikusuma terdapat dua alasan sehingga
dilakukan reaksi atas, yakni: (1) tata tertib adat yang
dilanggar; dan (2) keseimbangan masyarakat vang
tergansg. 32

Dari pendangaﬁ demikian, maka inti pengertian
hukum pidana adat adalah adanya pelanggaran atau delik
atau vperbuatan illegal vang akibatnya menggangsgu
keseimbangan atau kegoncangan dalam masyarakat. Akibat
terganggunya keseimbangan tersebut, maka patut diusah&~
kan adanyva ©pengembalian keseimbangan kembali melalui
reaksi adat.

Jika dibandingkan dengan inti rengertian hukum
pidana positlif sebagaimana dikemukakan sebelumnya,
gebenarnva makna pengertian ini tidak berbkeda karena
terdapat unsur:

1. Adanya perbuatan vang memenuhi syarat-syarat
tertentu, eseperti perbuatan itu harus dilarang dan

diancam oleh aturan pidana bagl barangsiapa vyang

32) Ibid, hal. 15 - 18
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melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana itu; dan

20

Adanya pldana, yakni berupa penderitaan yang sengada
dibebankan kepada orang yang melskukan perbuatan yang
memenuhl syarat-syarat tevtentu tadi. 33

Dari inti pengertian hulkum pidana adat tersebut di
atas, dapat ditafik kegimpulan bhahwa sebhenarnya hukum
ridana adat mengandung makna pengertian ada perbuatsan
vang dilarang, ada orang vang melakukan perhuatan yang
dilarang itu, serta ada sanksi berupa pidana adat bagi
orang yang melakukan perlanggaran tersebut. Hanyva sa’ja
rerlu ditegaskan, bahwa hakikat pengertian adanya
rerbuatan vang dilarang dan adanya sanksi adat vang

dapat dikenakan, tidak dinyatakan secara paszsti dan

Jelas sebagaimana dianut dalam hulum pidana positif.

Dasar Hukum dan Sumber Berlakunya Hukum Pidana Adat di
Indonesia

Membicarakan perkembangan hukum pidana adat di
Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari dasar dan
gumber berlakunya di Indonesia, baik yang ditemui pada
Jsman Hindia Belanda maupun setelah kemervdskaan Republik
Indonesia 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Penjelasan

mengenal perkembangan hukum pildana adat di dalam tatanan

33) Lihat untuk ity Sudarto (III), Op. Cit., hal. %
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hukum pidana poeitif sangatlah penting, sebab‘aetidaknya
dengan mengetahul perkembangannya akan dapat diketahui
seherapajauh eksistensi bherlakunya selama ini, termasuk
praktek penegakan  hukumaya. Karena itu, dengan
mengetahui perkembangan hukum pidana adat selanjutnysa
akan dapat diketahui seberapa jauh ekesistensinya dalam
pembsharuan hukum pidana di Indonesia.

Berbicara mengenal dasar hukum berlakunya hukum
pidana adat di dalam tahbanan pembangunan (sistem) hukum
nasional di Indonesia, maka pembahasan akan dibatasi
dari awal Ltonggak sejarah pembangunan hukum di
Indonesia. vakni Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia, sepanjang tidak menutup kemungkinan untuk
melihat kembali dan membandingkan dengan dasgar hukum
sebelumnya.

Apabila prembicaraan dimulai dari Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maksa
dazar hukum vang dapat dijadikan rujukan di sini
adalah, Pasal IT Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar

1245, 34 vang menegaskan: "Segala badan negara dan

peraturan yvang ada masih langsung berlaku selama belum

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini'.

34) Bushar Muhammad, _ Asas-Asas  Hukum Adat (Suatu Pengantar),

Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 41
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Mahadi °° dalam menanggari dasar hukum berlakunya
hukum (pidana) adat tersebut, mengatakan bahwa ada dua
macam hal yang dipertahankan untuk sementara. yakni:
(1) Badan-badan Negafa; dan (2) Peraturan-peraturan.
Selanjutnya dijelaskan. bahwa vang dimaksud dengan
badan-bhadan negera di sini, melipubi:

Pengadilan Gubernemen:
Pengadilan Asli;

Pengadilan Desa:
Pengadilan Swapraja.

DT

Sedangkan yang dimaksud dengan peratufan—peraturan di
sini antara lain meliputi:

Pasal 131 IS:

Sth 1917 - 12 tentang Peraturan Penundukan Sukarela;
Peraturang yang telsh dinyatakan berlakuyu;

Dan sebagainya.

2.0 T n

Persoalan yvang dapat dikemukakan sehubungan dengan
renjelasan Mahadi ini adalah, bagaimana dengan keadaan
berlakunya hukum (pidana) adat sebelum diberlakukan
berdassrkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,

Apabila dipahami perkembangan pefundang—undangan
dari aspek ketatanegaraan selama ini, sebenarnya dapat
diketengahkan bahwa berdagarkan Pasal TI Aturan
Peralihan UUD 1945 secara tidak langsung tatanan hukum

kolonial masih dianggapr berlaku karenanya dijadikan

3%9) Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1843,
Alumni, Bandung, 1991, hal, 78 - 79
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sebagai hukum positif di Indonesia. 96

Menurut Bernard Arvief Sidharta, 37 hal ini memang
ada kaitannya dengan diberlakukannya seperangkat
kodifikasi hukum barﬁ di negeri Bélanda pada tahﬁn 1848.
Berlakunya kodifikasi baru tersebut menimbulkan
masalah apakah kodifikasi itu juga akan diberlakukan di
Hindia Belanda? Jika vya, apakah akan diberlakukan
bagi seluruh penghuni Hindia Belanda? Masalah itw
mengimplikasikan pertanyaanm apakah Hukum Adat akan
tetap diakui seﬁagai hukum positif atau tidak.

Sebenarnya Jika diperhatikan secara cermat, Inti
pertanyaan di atas berswal dari persocalan dasar mengenai
tuntutan untuk bagaimana memenuhi kepentingan ekonomi
mereka disatu pihak, dan pada lain pihak dituntut pula
gikap untul memperhatikan keberadaan penduduk bumi
putera, karena itu timbul pertanyaan bagl: mereka Wat

verwachten wiJj Europeanen van het adatrecht voor onse

34} Menurut Sgetandyo Wignyosoebroto bahwa tatanan hukum Hindia
Belanda mulai dibangun.sesudah VOC dibubarkan, yakni pada
permulaan abad XIX, dan mulai menemukan bentuknya yang mapan
pada tahun 1884, Lihat untuk itu Soetandyo Wignyosoebroto,

Dari Hukum Kolgﬂig;mkgmﬁukumwNasional, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1994, hal. 60 dst

37) Bernard Arief Sidharta (I}, Refleksi Tentang Fundasi Dan  Sifat
Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesai, Disertasi dalam ranqka memperoleh gelar

Doktor dalam Ilmu . Hukum pada Universitas Padjadjaran
Bandung, 1994, hal. 34
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! regeringssoogmerken en onge economische oogmreken. 38
Pertanyaan ini tampaknya membuat Pemerintah Belanda
dan Hindia Belanda sadar dan kemudian mengakui serta
menjalankan politik hukum adat sebagai hukum positif,
% teristimewa wuntuk kepentingan ekonomi Belanda vang
| memerlukann terpeliharanya “rust en orde” di Hindisa
Belanda. 2 Ttulah ~sebabnya maka hukum adat kemudian
ditetapkan dalam Pasal 75 RR (Regeringsreglement) atau
Pagal 131 I3 (Indische Sftatergelings. 40

FPerlu diketahui bahwa ketentuan sebagaimana diatur

dalam pasal 75 RR atau 131 15 tersebut di atas hanysa

memherlalkiukan aturan hukum perdata bagi golongan bumi
putera vyang tunduk pada hukum Eropa. Kalau demikian
halnya, bagaimana dengan hukum (pidana) adat yvang masih
berlaku bagl golongan bumi putera.

Pembahasan terhadap hukum pidana adat bagi golongan
bumi putera ini tentu tidak dapaﬁ dipisahkan dari dasar
dan eumber berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

38) Lihat wuntuk itu Subekti, Duapuluh Tahun Perkembangan_Tlmu
Fengetahuan Hukum di Indonesia, dalam Bunga Rampai Ilmu Hukum,
Alumni, Bandung, 1977, hal., 47. Lihat pula untuk itu,
Bernard Arief Gidharta, Loc. Cit.

39) Lihat wuntuk itu Suparme, Diokosutono, Sejarah Politik Hukum
Adat 1609 - 1848, Jilid I, Djambatan, 1955 dalam Subekti, O0Op.
Cit,, hal. 43

40) Pasal 73 RR (lama) mulai berlaku Tahun 1B45 sampai tanggal
: 1 Januari 19290, dan setelah tanggal tfersebut dirubah
: meniadi Pasal 75 RR (baru). Lihat untuk itu Mahadi, Op.
| Cit., hal. B0

<~
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atau Wvid di Indonesia selams inil, di mana selain dikenal
berlakunyva hukum pidana posgitif masih diakui berlakunya
hukum pidana adat.

Untuk tidak membingunkan penielasan mengenai dasar
hukum pidana adat, maka sebaiknya ditelusuri terlebih
dahulu sumber hukum pidana positif.

Sebagaimana .diketahui bahwa dasar hukum pidana
tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau
vang dikenal dengan Wethoek van Strafrecht voor
Nederlansch Indie  vyang diberlakukan berdasarkan
Koninkluiik Besluit atau Titah Raja, tangal 15 October
1815 Nomor: 33, vang dinyatakan berlaku tanggal 1
Jamaari 1918. Wethoek van Strafrecht voor Nederlansch
Indie (Wv3) 1ini sehenarnyva merupakan kodifikasi dari
Wetboek van Strafrecht negeri Belanda vyang dibuat
setelah tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886.

Mengenai isi Wv8 itu sendiri tidaklsh sama, karena
telah dilakukan beberapa perubahan dan renyimpangan
vang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di daerah
kolonial Belanda, walaupun diakui bahwa baik asas-asas
maupun falsafatnya masih tetap sama. Karena itu Sudarto
mengomentari bahwa "WvS itu adalah hasil dari masa

liberal kapitaliz”. 4} Bahkan  ditegaskan  oleh

41) Sudarto (III), Op. Cit., hal. IS
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Utrvecht: 42

Ditinjau daril sudut kriminologl (dan ilmu hukum
pidana yang modern), seiak saat mulai berlakunya,
KUUHPidana bukan suatu kitab hukum pldana vang
modern. Sejak ssat milsai berlakunyva KUHPidana
adalah =suatu kitab hukum pidana yang ditinjau dari
sudut  1lmua, telah terbelakang pada Jamannya.
KUHPidana Indonesia adalah .suatu koril dari
Nederlands Strafwetbhoek dari Tahun 1881. Jadi
KUHPidana Indonesia adalah suatu kopli dari suatu
kitab hukum pidana yang umurnya 34 tahun lebih tus.

Pemberlakun Wetboek van BStrafrecht voor Neder-
lansch memang masih dirasakan hingga kini, walaupun
diketahuil telah dilakukan beberapra perubahan dan
penyesualan bherdasarkan kondisi dan keadaan bangsa
Indonesia. Dagar berlakunya adalah Pasal II Aturan
Peralihan UUD 1845, di mana untuk memenuhi aturan pasal
tersebut., Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan
hahwa:

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung

dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala

kekuasasn dijalankan oleh Presiden dengan bantuan
zebuah Komite Nasional.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka  Presiden

Repuhlik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan
Nomor: 2 Tahun 1945, tertanggal 10 October 18945 vyang
intinyva adalah:

Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan
Peralihan Undang-Undang dasar Negera RI, pasal II
berhubung dengan pasal IV. kami Presiden menetapkan
reraturan sebagai berikut:

42) Utrecht (I}, Op. Cit., hal. 51

¢ e————

[UPT-PUSTAK-TRID
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Pasal. l:

Segala bhadan-badan negara dan peraturan-peraturan

vang ada sampai berdirinya negara RI, pada tanggal

17 Agustus 1945, selama belum diadakan vang baru

menurut Undang-undang Dasar masih berlaku, asal

saja tidak bhertentangan dengan Undang-undang dasar
tersebut.

Hila dikaitkan dengan berlakunya hultum ridana
pogitlf, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa aturan-
aturan hukum pidana vang ada sebelum 17 Agustuz 1945
dinvatakan masih herlaku.

Perkembangan lainnya yang patut dicatat adalah
dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1846 tanggal

26 Februari 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana

Pasal I undang-undang tersebut menyebutkan:

Dengan menyimpang seperlunyva dari reraturan .

Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 October

1952 Nomer: 2 menetapkan, bahwa peraturan-peraturan

hukum pidana vang sekarang berlaku, ialah

reraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada

tanggal 8 Maret 1942,

Memperhatikan isi ketentuan sebagaimana dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan hahwa peraturan  hukum
ridana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana yvang
ada semasa Hindia Belanda, vakni WvS Nederlansch Indie
dan- peraturan hukum pidana lainnya vang diadakan rada
masa pendudukan Bala Tentsra Jepang dinvatakan tidak
berlaku lagi.

Terhadar maksud ketentuan tersebut, Han Bing Siong

mengomentari bahwa Pasal I Undang-undang Nomor: 1 Tahun

1946 ini sebenarnya mempunyai fungsi rangkap, yakni:
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1. Fungsi menghapuskan atau membatalkan (an
annuling function), yalitu membatalkan semua
reraturan hukum pidans vang dikeluarkan oleh
FPemerintah Balatentara Jepang; dan
2. Fungsi memulihkan kembali {a restoring
funection), vaitu menghidupkan kembali atau
mengefektifkan kembali semua peraturan pidana
dari -pemerintah Hindia Belanda vang 4gda atau
mengikat sampal tanggal 8 Maret 1942.
Perkembangan menarik dari berlakunva hukum pidana
di  Indonesia selanjutnya adalah, (1) ditambahkannya
pasal B70 KUHP sehubungan dengan kembalinya pemerintah
Belanda ke Indonesia berdasarkan Statsblaad 1945
No. 135: serta ﬁE) perubahan nama dari WNetboek van
Strafrecht Nederland Indie men,jadi. Wetboelk van
Strafrecht veor Indonesia yang dinyatakan berlaku mulai
tanggal 22 . September 1948 berdasarkan Statsblad
1948 No. 224, 44

Sehubungan dengan perubahan nama tersebut, perlu
dikemukakan bahwa dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun
19486, khususnya Pasal XVII dinyatakan tentang
pemberlakuan hukum pidans untuk pulau Jawa dan Madura
adalah. Wetboek van Strafrecht voor Indonesia. Sedangkan
daerash~daerah diluar Pulau Jawa dan Madura Juga

dinyatakan berlaku Wetboek van Strafrecht voor Indonesia

vang ditetapkan oleh suatu badan vang disebut dengan

43} Barde Nawawi Arief (IV), Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidani

[:), Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 3

44) Ibid., hal. é&
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Nederlands Indies Civil Administration (NICA). Selain
itu, mpasal VI Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1948 Juga
merubah nama Wethoek van Strafrecht voor Nederlansch
Indie mendjadl Wethoek van Strafrecht yang selanjutnya
disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum FPidana.

Yang menarik dari pendelasan di atas ialah,
ternyata dalam wilayah Republik Indonesia saat itu
terdapat dualisme berlakunya hukum pidana yang .sifatnya
tertulis, yakni:

1. Wetboek van Stratrecht atau KUHP berdasarkan Undang-
undang Nomor: 1 Tahun 1946 yang berlaku untuk daerah

bekas daerah RI Yeogjia: dan

&

Wethboek van Strafrecht voor Indonesia vang berlaku
bagi daerah-daerah vyang sebelumnva dikuasai oleh
Belanda.

Sudarto secara tepat menyebut duslisme tersebut
sehagai kuasi-dualieme. *°  Dualisme ini kemudian
berakhir dengan dikeluarkannya Undang-udang Nomor: 73
Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 127), vang dalam
pasal I dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun
1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana

dinvatakan berlaku untuk seluruh wilayah Fepublik

Indonesia.

43) Sudarte (III), Op. Cit., hal. 16
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Dalam kaitannyva dengan perkembangan hukum pidana
positif sebagaimana dikemukakan di atas, menarik untuk
ditanyakan di sini adalah, bhagaimana dengaﬁ perkembangan
hikum pidana adat di Indonesia.

Apabila ditelusuri perkembangannya selama ini,
ternyvata hukum -pidana adat di Indonesia memiliki
beberspa dasar hukum seperti pada Jaman Hindia Belanda,
berlaku berdasarkan Pasal 131 IS (Indische Statergel-
ings) vyunto AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving).
Selanjuthya rada masa Undang-undang Dasar Sementara
(UUD3)Y Tahun 1950, ditemui beberapa pasal sebagal dasar
berlakunya, seperti Pasal 14 ayat (3); Pasal 16 ayat
(2): Pasal 32: dan Pasal 43 ayat (4). Bahkan dalam Pasal
104 ayét (1) secara tegas dinyatakan, "Segala keputusan
rengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam
rerkara hukuman menyvebut aturap-aturan undang-undang dan
aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu”.

Dalam hubungnya dengan dasar hukum berlakunya
hukum pidana adat, Sudarto mengomentari bahwa
sebenarnva tidak diperlukan dasar hukum yang diambil
dari ketentuan undang~undang, sebab hukum adat itu hukum
yvang asli dan sesuatu vang asli itu berlaku dengan
sendirinya, kecuali &ada hal-hal vang menghalangi

berlakunva. 46

46) 1bid., hal. 14
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Dari perkembangnnysa ternyata dasar hukum berlakunva
hukum pidana adat secara pasti dapat dijumpai dalam
Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-undang Darurat Tahun
1951 {Lembaran Negara Tahun 51 Nomor: 9), tentang
Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan
Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan~
Pengadilan Sipil, yang intinya adalah:

Hukum materiil =ipil dan untuk sementara waktupun
hukum materiil pidana sipil Jang sampai kini
berlaku untuk kaula-kaula daerah swapradia dan
orang-orang Jang dshulu diadili oleh pengadilan
adat, ada tetap berlaku untuk’ kaula-kaula dan
orang-orang itu dengan pengertian:

a. Bahwa suatu perbuatan jang menurut hukum Jang
hidur harus disnggap perbuatan pidana, akan
tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana
gipil, maka dianggap diantjam dengen hukuman
dJang tidak lebih dari tiga bulan pendjara dan
atau denda lima ratus rupiah, Jaitu sebagai
hukuman rengganti bilamana hukuman adat
didjatuhkan tidak diikuti oleh prihak Jang
terhukum dan penggantian Jjang dimaksud dianggap
sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan Jjang
terhulkum:

b. Bahwa bilamana hukuman adat Jjang didjatuhkan itu
menurut fikiran hakim melsmpaui padanja dengan
hukuman kurungan atau denda jang dimaksud di
atas, maka atas kesalahan terkadawa dapat
dikenakan hukumannia pengganti setinggi 10 tahun
pendjava, dengan pegertian bahwa hukuman adat
Jang menurut faham hakim tidak selaras lagi
dengan zaman senantiasa mesti diganti. gseperti
tersebut di atas. dan;

Bahwa suatu perbuatan jang menurut hukum Jang
hidup harus diaggap perbustna pidana dan Jang
adsa  bandingnia dalam Kitab Hukum Pidana sipil,
maka dianggapr diantjam dengan hukuman Jang =ama

3

dengan hukuman bandingnia Jang paling mirip:

kepada perbuatan itu.
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Mengikuti penjelasan Pasal 5§ ayat (3) sub (b)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 1 Drt :

Tahun 1951 ini, dapat dikemukakan bahwa eksistensi ?

hukum pidana adat di Indonesia masih diakﬁi, karenanya

dapat diberlaltukan sepanjang hal itu dimungkinkan oleh

pengadilan. Hal ini sangat beralasan karena negara
Republik Indonesia memiliki berbagai ragam budaya dan
adat-istiadat yang masih dipertahankan oleh sebagian
besar masyarakat. Segala akibat vang timbul dari
perbuatan merusak atau mencemarkan adat-istiadat dan
budaya ﬁasyarakat sering disertai dengan adanya reaksi
dari masyarakat itu sendiri.

Sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelasan Undang—Undéng Dasar 1845, Indonesia tentu
mengakui adanya keaneka-ragaman budaya dan adat-
istiadat, karena bagaimanapun Juga hukum merupakan
konsepsi dari budaya dan adat-istiadat setempat. Hal
genada dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji,
bahwa "adat-istiadat merupakan wujud ideal dari
kebudayaan manusia vang bersifat abstrak, dan inilah
yvang merupakan asas-asas hukum adat". Selanjutnya
dikatakan: 47

Karena sifatnya yang abstrak tadi, maka hukum tidak

cukup diketahui dan difahami dengan hanya menyoroti

kaedah-kaedah ideal vang dianggap merupakan
pencerminan dari hukum tadi, melainkan untuk

47} Hermien Hadiati Koeswadji, Op. Cit., hal, 54
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menelaah masalah tersebut di atas adalah tepat
Jika dipergunakan pendekatan =secara soslologls,
agar dapat memberikan bashan-bahan vyang konkrit

untuk dapat dipakai gebagai bahan dalam
menyusun hukum Nasional. Pendekatan sosiologis ini
bharu akan memadai apabila dibarengi dengan
pendekatan secara antropoclogis (handingkan

Diododigoeno, 1971 : 15).

Dalam kaitannya dengan pengertian hukum sebagai
konsep budaya dan adat-istiadat masyarakat, maka vang
menarik untuk dijelaskan selanjutnya adalah bagimanakah
ekeistensi dan daya berlaku hukum pidana  adat selama
ini, dihubungkan dengan prinsip asas legalitas sebagai-
mana dianut dalam perundang-undangan hukum ridana
positif Indonesia:

Apabila dianalisis dari kebidakan legislatif
selama ini. %8B maka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekussaan Kehakiman,
khususnya dalam pasal 27 ditegaskan bahwa:

(1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
vang hidup dalam masyarakat;

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, harus
wajib memperhatikan pula sifat-sifat vang bhaik dan
Jahat dari tertuduh.

Jika dipahami ketentuan Pasal 27 di atas, secara
prrinsipil memang diakui adanyva aﬁuran-aturan vang

48) Kebijakan Legislatif merupakan suatu perencanaan atau pfoqram
dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan
dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan
atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau
diprogramkan. Lihat Barda Nawawi Arief (V), Kebijakan
Legislatif Dalam Menarnggulangi Kejahatan Dengan _ Pidana
Penjara, CV Apanta, Semarang, 1994, hal. 63
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sifatnya tidak tertulis yang dirasakan masih hidup di
dalam masyarakat. Kalau demikian halnya, maka persoalan
vang perlu diketengahkan di sini adalah apakah hakim
dapat menggunakan maksud pasal tersebut demi menegakan
hukuam dan memberikan keadilan bagi masyarakst,
teristimewa bagi kasus-kasus yvang terjadil selama ini dan
ada kailtannyae dengan pelanggarsn adat-istiadat vang
diakui oleh masyarakat sebagal kebudavaan mereka.

Apa vang ditanyakan terakhir di atas memang
renting sebab bagaimasnapun hukum dan Jjuga hulkum pidana
adat tidak dapat dipilsahkan dari konsep kebudayaan
suatu masyarakat, bahkan merupakan perwuwiudan dari
kebudayan bangsa Indonesia. Hal 1ini ditegaskan oleh
Koentjaraningrat bhahwa:

Pada hakikatnya  kebudayaan itu mempunyai tiga

perwuiudan, yaitu Perfama wujud kebudayvaan sebagai

suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-
nilai. norma-norma, peraturan dan sebagainva.

Kedua, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai

suatu kompleks aktivitet kelakuan bherpola dari

manusia dalam masyarakat. Dan ketiga., kebudyaan
dapat beﬁgujud sebagai benda  hasil  karya
manusia. -

Rertolak dari vpenielasan di atas, maka menjadi
Jelaslah bahwa sebenarnya hukum pidana adat di Indonesia
mempunyai dasar hukum berlaku apabila dilihat dari

bgberapa produk-produk hukum selama ini, baik yang

ditemii pada Jjaman Hindia Belanda mauprun setelah

49) Koentjaraningrat (I), Kebudayaan, Mentaliteit dan Pembangunan,
Gramedia, Jakarta, 1974, hal. 1§
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Kemerdekasn Republik Indonesia.

Masalahnya kini, kalau seandainyva memiliki dasar
hukum berlaku, bagaimanakah dengan éksistensinya di
dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional teristimewa yang
berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Meniawab pertanyaan ini, maka dalam sub bab berikutnya
akan ‘dibahas masalah eksistensi hukum adat balk dalam
pembangunan Hukum Nasional maupun pembaharuan hukum
pidana di Indonesia.

Mengenal sumber hukum pidana adat, dalam penjelasan
tentang dasar hukum berlakunya hukum pidana positif di
atas, telah dikemukakan bahwa sumber hukum adat dapat
ditemui di dalam berbagai peraturan hukum tertulis,
hukum tidak tertulis maupun hukum tercatat. 50

Hukum pidana adat sebenarnya tergolong ke dalam
hukum tidek tertulis, vakni yvang melibuti kebiaséan—
kebiasaan yang timbuindan diikuti serta ditaati secara

teris - menerus, hahkan dapat melalui peralihan

30) Purnadi Purbacaraka dan Scerjono Soekanto menyebutkan bahwa
hukum tertulis mencakup perundang-undangan dan trakat. Hukum
tidak tertulis (ongeschreven recht) merupakan sinonim dari
hukum kebiasaan (gewoonte recht} yang di Indonesia disebut
juga hukum adat. Sedangkan hukum tercatat senantiasa harus
dikaitkan dengan hukum tidak tertulis. Libat untuk itu Purnadi
Purbacaraka dan Soerijono Soekanto di dalam Soerjono Soekanto,
Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di -
Indonesia, Universitas Indonesia (UI-Press), 1983, hal. 30.
Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat dalam arti luas berarti ,
hukum kebiasaan- yang tidak tertulis. Sedangkan dalam arti

sempit berarti bagian vang tertulis dari hukum adat. Lihat
untuk itu Bushar Muhammad, Op. Cit., hal. 18
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generasi vang berlangsung secara turun temurun oleh
masyarakat adat yang bersangkutan.

Selain itu hukum pidana adat Jjuga dapat ditemukan
rada peraturan hukum tertulis, seperti hasil penelitian
tentang hukum adat, serta wpenulisan perilaku delik
adat oleh beberapa peneliti. Di samping itu juga dapat
ditemikan pada keputusan-keputusan peradilan adat., baik
vang telah menjadi Jurisprudensi maupun yang hanya
bersifat keputusan adat di desa. Ter Haar dalam pidato
Nies Natalis-Rechtshogeschool, Batavia tahun 1937,
berjudul Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in
wetenschap, FPracktij en onderwiis, mengatakan: 51

Terlepas dari bagian hukum adat yvang tidak penting,
vaitu terdiril dari peraturan desa dan surat
rerintah raja, maka hukum adat itu adalah s=eluruhb
peraturan, vang ditetapkan dalam keputusan-
keputuzan vans penuh wibawa, dan vang dalam
pelaksanasnnys diterapkan "begitu saja”, artinya
tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam
kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.
Nengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat
vang berlaku itu, hanyalah diketahui dan dikenal
dari keputusan-keputusan para funksionaris hukum
dalam masvarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim,
rapat-rapat desa, walitanah, pejabat igama dan
pejabat desas, sebagaimana hal itu diputuskan, di
dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan
mana langsung tergantung dari. ikatan-ikatan
strukturil dan nilai-nilai dalam masyarakat,
dalam hubungan satiy sams  lain dan  ketentuan
fimbal balik.

Mengenai hukum pidana adat tertulis, dalam beberapa

kerustakaan hukum adat antars lain dapat dijumpai dalam

2l) Ter Haar, Op. Cit., hal, 14 - 17
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berbagai peraturan yang vernah dituliskan seperti di
atas daun Jontar, kulit atau bahan-bahan lainnya, bahkan
ada yang telah dikodifikasi ke dalam beberapa regelemen
remerintah Hindia Belanda. Beberapa contoh vang dapat
diketengéhkan sepertl, di Bali di mana sumber hukum
tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada
- beberapa sumber, yakni:

1. Manawa Dharmaaétra (Manu Dharmacastra) atau Weda
- Smtrl (Compendium Hukum Hindu):;

2. Kitab Catur Agama, vaitu Kitah Agama, Kitab Adi
Agama, Kitab Purws Agama, Kitab Kutara Agama;

3. Awig-Awig (Desa Adat Banjar) adalah aturan-
aturan atau keinginan-keinginan masyarakat hukum
adat setempat yvang dibuat dan disahkan melalui
sustu muesyawarah dan dituliskan di atas daun
lontar atau kertas.

selain  ditu. 4di Lampung Jjuga dapat ditemui hukum

pidana adat dji dalam Kitab Kuntara Raja Niti. Bahkan
Di Jawa dikenal Undang-undang Simbur Tiahaja (1852 -
L)

1854, ne vang khusus berlaku di pedalaman Palembang. Di
Maluku Tengah khususnya, dikenal rula Hukum Sasi
sebagaimana ditemui di dalam beberapa regelemen
Pemerintah Hindia Belanda, seperti Adatrecht Bundels
XXTV, mengenal Het Recht van Sasi In de Molukken
Amboina, 53 demikian Juga dikenal hukum pidana adat di
22) Likat untuk itu Bushar Muhammad, Op. Cit., hal, 74

33) Cemmissie van Adatrecht, Adatrecht Bundels XXIV, Het Recht wvan

Fasi_In de flolukken, Seri R, Nomors 47 - 47, 1970, hal. 252 -~
331
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dalam Kitab Hukum Larvii] Ngabal di wilayvah hukum adat

54 digamping beberapa sumber hukum

Maluku Tenggara.
pidana adat lainnva.

Arabila ditelusuri kemball penjlelasan mengenal
dasar hukum dan sumber berlakunya hukum pidana adat
sebagaimana di atas, Jelaslah bahwa hukum pidana adat
tersebut mempunyal landasan vang kuat karena berakar
pada kebudayasn bangsa Indonesia sendiri. 29 Itulah
sebabnya maka upaya rembaharuan hukum pidana di

Indonesgia yang herlandaskan pada kondisi manusia, alam

dan tradisi bangsa sangat bheralasan.

Bebherapa Perbedaan Pokok Antara EKitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Adat

Memahami kembali penJelasan dalam sub bhab  lalu,
darat disimpulkan bahwa antara Kitab Unaang—Undang
Hukum Pidana (KUHP) atau Wvi dengan hukum pidana adat
terdaprat perbedaan. Untuk mengetahuil perbedaan tersebut
maka dapat dapat dikutip dua orang ahli hukum  adat,

54) Lihat wuntuk itu Hasil Inveniarisasi Adat Istiadat Pulau Kei
Keecil di Maluku Tenggara, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku,
199371994, atau lihat juga J.P. Rahail, Larwul Ngabal, Yavasan
Sejati, Jakarta, 1983, hal. 4

39) Bushar TIukhammad mengemukakan, "Seperti halnya dengan semua
sistem hukum dibagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu
senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup vyang nyata, -
cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan
kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku". Lihat
untuk itu Bushar Muhammad, Op. Cit., hal. 49
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masing-masing van Vallenhoven dan Soepomo.
Menurut van Vallenhoven, antara sistem Kitab
Undang-Undang Hukun Pidana dengan sistem adat delik
terdapat bhebsrapa perbedaan pokok. Adapun perbedaan
tersebut antara lain meliputi: o6
1. BEnatu pokok dasar KUHF ialah - bahwa vang dapat
dipidana hanvalah seorang manusia saja. Persekutuan
hukum Indonesia seperti desa, kekerbatan atau famili
tidak mempunyai tanggungjawab kriminil terhadap delik
vang dilakukan oleh seorang warganya.
Menurut aliran tradisionil Indonesia, seperti
dibeberara daerah Tanah Gaye, Nias, Minangkabau,
Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali,
Loﬁbok dan Timor. seringkali terjadi bahwa kampong si
penjahat ataun kampong tempat terjadinyva suatu
rembunuhan atau pencurian terhadap crang asing (bukan
wargsa kampong yvang hersangkutan), diwajibkan membavar
denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh
atau kecurian itu. Begitu pula kerabat si penjahat
diharuskan menangsung hukuman yang dijatuhkan atas
kejahatan vang dilaskukan oleh seorang warganya;

Z. Pokok vpringir vang kedua dari KUHP ialah bahwa
seorang hanya dapat dipidana, apabila perbuatannya

dilakukan- dengan sengaja atau dengan kealpaan. Jadi

56) Lihat Surojo Wignjodipuro, Op. Cit., hal. 298
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ia mempunyvai kesalahan.

Nalam hukum pidana adat., unsur kesalahan ini tidak
mefupakan eyarat mwutlak, bahkan kadang-kadang ada
delik tertentu dalam hukum adat yang sama sekali
tidak perlu adanvsa pembuktian tentang adanys.
keasengajaan atau kealpaan:

Sistem  hukum KUHP  Juga mengenal dan membedakan
masalah membantu melakukan kejahatan
{(medeplichtigheid), membuiuk (futloking) dan turut
serta (mededadersheap) dalam pasal 55 dan 58,

Dalam sistem hukunm adat, siapa saja vyang turut
menentang praturan hukum adat dihgruskan turut
memenuhi  usasha vang diwadibkan untuk memalihkan
kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut
serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus
ikut bertanggungjawab:

Ristem EUHP menetapkan percobaan sebagai tindak
pidana dalam pasal 53.

Dalam sistem hukum adat, gegeorang tidak dipidana
oleh  karena mencoba melakukan suatu delik, karena
dalam hukum | adat suatu reaksi adat akan
diselenggavakan Jika perimbangan  hukum digangpu,
sehingga rerlu untuk memulihkan kembali perimbangan
tersabut. Jadi”-apgbila ada seseorang berkehendak
membunuh  seoransg lain, menembalk orang yang ingin

dibunuah  itu, tetapi hasil tembakannva itu hanya
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melukail orang lain saja, maks orang yang menembak itu
tidak dijatubi hukuman adat oleh karena mencoba
membunuh, melainkan karena melukal orang lain. Jiksa
ternyata tembakannya itu sama sekali tidalkk mengenal
sasarannya. maka vang ada hanya melepaskan tembakan
terhaday seseorang, perbuatan itu mungkin dapat
dianggap sebagal perbuatan yang melanggar ketentrdman
umum, scehingga merupakan delik pula. 5T

Sistem KUHP herlandaskan pada sistem praceexistence

regels (perlanggaran hukum yang ditetapkan lebih.

dahulu). Hukum adat tidak mengenal sisten ini.
Dalam sistem  hukum adat tidak dikenal sistem
peraturan statis. artinva sesuatu delik adat 1itu
tidak sepaniang masa tetap merupakan delik adat. Tiap
peraﬁuran hukum adat timbul., berkembang dan
selandutnya lenyvap dengan lahirnya peraturan hukum

adat vang bharu, zsedangkan peraturan vang baru itu

sendiri berkembang'dan kemudian sakan lenvap dengan

adanya perubahan reragsaan keadilan rakvat yang
dshulu melahirkan peraturan itu.
Nelik adat akan lahir, berkembangs dan kemudian

lenyap. Ini berarti bshws perbuatan-perbuatan yang

37} Ibid, hal. 300
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selain perbedaan vang dikemukakan oleh wvan

Vallenhoven di atas, Soepomo Juga menvebutkan bahwa

terdspat beberapa perbedasn pokok aliran antara sistem

hukum  pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
sistem hukun ada delik. Menurut Soepomo, perbedaan pokok

tersebut ferdiri étas: 58

1. Suatu pokok dasar kitab hukum kriminal tersebut
ialah, habwa vang dapat dipidana (strafbaar) hanya
georang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia,
misalnys desa (nagsri, huta dan sebagainya) atau
rergekutuan famili (di Minangkabau) tidak mempunyai
pertanggungjawaban kriminal +terhadap delik yvarng
diperbuat oleh seorang warganya. Persekutuan daerah
Jjuga tidak dapat dihukum nleh kasrena di dalam
wilayah hukumnya terjadi suatu delik vang tidak
diketahui siapa yang melakukan:

2. Pokok prinsir kedua dari Strafwetboek (Kitab Undang-
undang hukum Pidana) ialah, bahwa seseorang hanva
dapat diridana apabila perbuatannya dilakukan dengan
sengaja (opzet) astau dalam kekhilafan (culpa), pendek
kata apabila ia mempunyai kesalahan (schlud). Van
Valenhoven menmilis bhahwa lebih banyvak adanya
kejadian-kejadian di dalam lapangan hukum adat vang

tidak memerlukan pembuktian tentang adanya sengaja

%8} Soepomo, Op. Cit., hal. 114 - 119
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atau kekhilafan daripada kejashatan-kejahatan di
lapangan hukum kriminal strafwethoek.

Di  dalam hukum adat ada beberapa pelanggarana hukum
#ang hanya dapat dilakukan dengan sengaja, misalnya
perbuatan incest atau pencurian. Demikian beberapa
delik seperti pembunuhan atau melukai orang, yang
dihukum berat, jika perbuatan itu dilakukan dengan
sengada darirada perbuatan tidak sengaja.

Ada pula delik-delik adat lain vang mewadjibkan para
retugas hukum untuk memberi hukuman {mengadakan
koreksi, vreaksi) dengan tidak memerlukan pembuktian
apakah orang vang dihukum itu mempunyal kesalahan,
misalanya delik yang mengganggu perimbangan batin
masyarakat, umpamanya seorang perempuan melahirkan
anak di sawah orang lain (di daerah Batak) atau di
rumnah orang lain (di tanabh Dayak).

Pokok dasar ketiga dari Strafwetboek, ialah bahwa
tiap-tiap delik menentang kepentingan negara,
sehingga tiap~tiap delik itu menjadi urusan negara,
bukan urusan perseorangan pribadi vang terkena.
Menurut sistem hukum adat, ada delik-delik vang
terutama menjadi urusan orang yang terkena,
seringkali juga menjadi urusan golongan famili orang
vang terkena dan Jjuga megenai kepentingan desanya.
Terhadap delik-delik vyang terutama hanya melukai

kepentingan golongan famili atau kepentingan seorang
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dengan tldak membshavekan keseimbangan hukum perse-
kutuan desa rada umumnya. maka petusgas hukum (kepala
adat, hakim) hanyé akan bertindak Jikalau diminya
cleh npihak vang terkena diberi kesempatan untuk
berdamai., (rukunan) dengan pihak vyang melakukan
delik. Dalam hal demikian uang "denda” atau pembayar-
an kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak
masukk "kas negeri” melainkan diberikan kepada pihak
vang terkens.

Menurut pokok dasar Strafwetboek orang hanya dapat
dipidanas apahi.la ia dapat bertanggungjawab
( toerekeningsvathaar). Dalam buku-buku rerpustakaan
tenﬁang hukum adat terdapat pemberitaan dari daerah
Minangkabau, bahwa di daerah itu upraya pertahanan
dari masvarakst terhadap orang gila vyang membunuh
orang adalah sama dengan upava pertahanan terhadap
orang vang normal, vang melakukan pembunuhan. Dengan
kata lain, sakit gila itu tidak mempengaruhi berat
atau ringannya upaya perlawanan yang harus dilakukan
terhadapr delik yang diperbuat oleh orang gila.

D1 Bali terdapst pemberitaan bahwa orang g£ila dan
anak belum umur delapan tahun tidalk boleh dihukum,
kecuali apabila ia melakukan delik vang masuk
golongan sadtatayi (pembakaran, meracun orang).
Menurut Vergowen bahwa seorang bapa harus memanggung

sezgala akibat rerbuatan-perbuatan pelanggaran hukum
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dari snak-anaknva {(vang bhelum cukup umur);

Pokok dasar kelima dari strafwetboek ialah tldsk
membedakan orang (Geen annzien des persoons).

Sebagai telah diuarikan di atas, di dalam sistem

hukum adat besar atau kecilnya kepentingan hukum

orang sebagal individu adalah tergantung daripada
keduaukannya (fungsinya) di dalam masyarakat. Di
dalam masyarakat Bugis dan Makasar, vyang bersifat
masyarakat bertingkat-tingkat (standenmaatschapbij),
seorang dari tingkat atas lebih penting dari orang
tingkat bhawah. Demikian juga di Bali orang—orang
Triwangsa adalah lebih penting dari rakyat Jelata.
Makin tinggi kedudukan secrang dalam masyarakat,
makin berat sifat delik yang dilakukan terhadapnya,
makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang
vang membuat delik itu. Raja adalah orang yang 1lebih
tingzi kedudukannys di dalam masyarakat yang bersang-
kutan; |

Pokok dasar keenam dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, ialah bahwa orang dilarang bertindak sendiri
untuk menegakan hukum yang dilanggar (verbod van
elgenrichting). Larangan int adalah berhubungan

dengan prinsip, bahwa segala delik adalah urusan

negara,. bukan wurusan pervorangan. Di dalam sistem

hukum adat terhadapr keadaan yang mengisinkan orang

vang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri.
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Migslnya apabila seorang melarikan gadis, atau
berzinah (overspel) atau mencurl dan perbuatan itu
diketahui seketika (op heterdaad betrapt) sedang
orangnya dapat tertangkap. maka pihak yang terkena
pada wektu mendapsti delik itu, menurut paham adat
boleh bertindak untuk menegakan hukum.

Pokok dasar ketujuh dari Strarfwetboek ialah, tidak
membedakan barang yang satu dengan barang yvang lain,
sehingga pada dasarnya mencuri setangkai bunga adalah
sama beratnva dengan mencurl sebuah permata vang
mahal;

Menurut aliran tradisionil Indonesia, mencuri,
menggelapkan atau merusak harang asal dari nenek
moyanag adalah lebih berat . dari mencuri,
menggelapkan atau merusak barang duniawi biasa;

FPokok dasar kedelapan dari Strarwetboek mengenai soal

membantu perbuatan delik {(medeplichtigheid), membujuk

A{nitloking dan ikut berbuat { mededaderschap) .

Menmarut sistem hukum adat, siapa saja yang turut
menentang reraturan hukum harus turut memenuhi usaha
vang diwadibkan untuk memulihksn kembali perimbangan
hukum (recherstel);

Pokok dasar kesembilan dari Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana adalah mengenai percobaan yang dapat dipidana
{strabarepoging).

Suatu  perbuatan percobaan vang tidak berarti tidak
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dapat dipidana. Sistem hukum adat tidak menghukum
seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik.
Dalam sistem hukum adat (adatreactie) akan
diselenggarakan Jika perimbangan hukum diganggu,
sehingega perlu untuk memulihkan kembali perimbangan
hultum.

10. Pokok dasar kesepuluh dari Strafwetboek ialah bahwa

orang vang hanva dapat dipidana oleh karena per-
buatannya terakhir, tidak karena perbuatannya terda-
hulu, kacuali iika ia melakukan pengulangan kejahatan
A recidive). Menurut aliran tradisionil Indonesia,
dalam mengadili perbustan pelanggsaran hukum hakim
harus memperhatikan juga, apakah melanggar hukum itp
sungguh menyesal (bherouw) atas perbnatannya. Demi-
kian Juga apakah pelaku itu termasuk orang Jahat
vang hterkenal.
Penvesalan pelaku akan sangat meringankan huku-
mannya. Sebaliknya  sehagai pelaku yang terkenal
Jdashatnyva. apabila dia berbuat salah boleh dihukum
seherat-beratnys, | misalnya ia dibuang dari
persekutuan masyarakatnya.

Jika dipahami kembali perbedaan-perbedaan pokok
sebagaimana diketengahkan di atas. =elanjutnva dapat
disimpulkan bahwa antara kedua sistem hukum pidana
tergebut memang terdapat rerbhedaan vang sifatnya'

prinsip, seperti:
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Sistem hukum pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) cenderung bersifat tertulis, sedangkan
sistem bukum pidana adat tidak selamanya bhersifat
tertulis, walaupun ada vang memang telah dikofifikasi
ke dalam suatu buku ataupun dalam beberapa regelemen.
Prinzip demikian memang heralasan, karena Menurut

59 adat dan hukum merupakan sistem kaidah

Diamond,
vang sifatnya saling bertentangan. Kebiasaan atau
adat bersifat otonom dan spontan. sedangkan hukum
merupakan suatu prodiak dari kekuasaan vang
terorganisasi yang disebut "negara”. Diakui Jjuga oleh
Lon Fuller. 9 bahwa memang hukun dan adat-kebiasaan
merupakan  “alat komunikasi” yvang mengatur interaksi
manusia di dalam masyarakat. Karena itu adat-
kebiasaan seringkali tampak sebagai relengkap
{suplement) hukumn, atau gebaliknya. Sekalipun
demikian, Fuller Jugs mengakui adanya perbedaan
antara (hukum) adat dan hultum tertulis. Hulkum

kebissan tidak menyangkut perbuatan vang dirumuaskan

secara  rinci (prescribed acts and rerformances)

27) Stanley Diamand, The Rule of Law Versus the Orther od Custon

dalam Robert Paul Wolff (ed), The Rule of Law, New York, 1971,
hal. 115 - 244 juga dalam Sunaryati Hartono (1), Perspektif
Politik _ Hukum _ Nasional dalam Pembangunan  Hukum dalam
Perspektr¥ Politik Hukum MNasional, Editor: Artidio Alkosira
dan If. Shole Amien, Kerjasama dengan LBH Yogiakarta, Rajawali,
dakarta, 1984, hal. 11 - 12

60) Ibid, hal. 12
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geperti dalam hukum tertulis, tetapi menyangkut
fungsi dan peranan (functions and roles).

Sistem hukum pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum
Fidana (KUHP) cenderung bersifat formalistik-yuridis,
artinya untuk dapat disebut sebagai suatu perbuatan
vang dilarang dan dapat pidana (Stratfbaar reit), maka
perbuatan tersebut harus memenuhi unsgur-unsur yuridis
dari suatu rumusan delik yang ditentukan sebelumnya.
Demikian Jjuga penentuan adanya unsur pertanggung-
Jawaban wpidana haruzs didasarkan pada apaksh ada
kesaléhan pada diri pelakw, vakni yang dapat meliputi
baik kesengaiaan ataupun kealpaan. Mengenal syarat

pemidanaannva, pidana yvang diancam dan dijatuhkan

haruslah didasarkan pada jenis dan beratnya pidana

vang ditentukan dalam sistem pldana sebagaimana
disebutkan pada stelsel pidana dalam KUHP. Sedangkan
di dalam sistem hukum pidana adat, persyaratan
semacam ini tidak banvak mempengaruhi. Yang
terpenting di sini adalah adanyas pelaku vang telah
me lalkukan pelanggaran terhadar delik adat. Jika
ternyvata ada orang vang kedapatan melakukan
relanggaran terhadap delik adat tersebut, maka dalam
proses penangannyva tidak dibutuhkan adanya
persyvaratan vang sifatnva formalistik-yuridis.
Petugas adat dapat eecara langsung menjatuhkan

sanksi adat sesual dengan pélanggaran vang
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dillakukannya. Hanya saja vang terpenting di sini
ialah bahwa perbuatan dan akibat vang terjadi
tersebut benar-bensr telah mengganggu ketertiban
dan -keseimbangan dalam masyarakat, karena itu
diperlukan pemulihan kembali melalui reaksi adat. Bl
3. Ditindau dari.sifat maupun jenis delilk di dalam kitab
undang-undang hukum pidana, umumnysa memiliki
konstruksi vuridis vang perlu dibuktikan, 62
sementara delik adat tidak membutuhkan konstruksi
vuridis vang demikian, sekalipun telah dikodifikasi
ke dalam beberara regelemen pemerintah Hindia
Belanda.
Pentingnyva vperbedaan rokok ini dikemukakan, karena
dengan mengetahuinya skan dapat dipahami, sekaligus

dipelajari sebagal bahan masukan bagi pembaharuan hukum

41) Surojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa reaksi adat dapat
ditelusuri sebelum tahun 1934, di mana perkembangan reaksi
adal itu dimulai dari asas reprositet (asas pembalasan dendam
vang setimpal) kemudian beralih ke asas wang duka cita (kompo-
§isi) dan selaniutnya menjadi asas denda  dan asas gantr
kerugian. Perkembangan reaksi adat ini sangat dipengaruhi oleh
penguasa saat itu. Jadi reaksi adat itu semula bersifat
balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu
sistem "hukuman” vyang dijatuhkan gleh para petugas hukum.
Dikutip dari Kifs van Heijningen dalam Het straf en wraak
recht in den Indischen Archipel, Disertasi Leiden, 1914, hal.
li. Lihat Soerojo Wignyodipuro, Op. Cit., hal. 234

62) Sudario mengemukakan bahwa surat tuduhan yang dibuat Jaksa
mengandung dua aspek yang kadang-~kadang tidak begitu jelas
terpisah, dan oleh Melasl kedua aspek itu disebut sebagai
"aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau
yuridis" (evaringsaspecten en juridische of normatieveaspecten
van het telastegelegde). Libat untulk itu Sudarto (IV), Op.
Cit., hal. 76
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pidana di TIndonesia vang hendsk dibangun di atas kondisi
manuasia. alam dan tradisi bangsa. Dalam kaitan ini,
mungkin pemikiran antisgipatif Soepomo yang pernah
dilontarkan mengenal rembaharuan hukum pidana di
Indonesgia di masa datang perlu dijadikan bahan kajian,
aeperti:
1. Perlunya renviglaran terhadar delik-delik Vang
hersgifat khas Indonesia. yakni vang berasal dari

iklim dunia pikiran Indonesia. dan:

[+

. Perhubungan santara sanksi-sanksi dari hukum pidana
moderen dan peraturan-peraturan yvang terdapat dalam
huakum  adat konstitusional, hukum adat administratif
dan hukum adat sipil. 63

Masalah menarik vang dapat dikemukakan sehubungan

dengan pendjelasan sub bhab ini adalah., bagaimanakah °

agkaiztensi hukum pidana adat di Indeonesia dalam
pembangunan sistem hukum nasional dan pembahsruan hukum

pidana di masa datang.

Pembangunan Sistem Hukum Nasional dan Pembaharuan Hukum
Pidana di TIndonesia

Keinginan untulk membaharui hukum pidana Indonecia
sedak diberlakukannva Wethoek van Strafrecht voor

Nederlansch Indie, tanggal 1 Januari 1918 hingga kini

43) Soepomo (I), Op. Cit., hal. 1B

vl
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memang  merupakan tekad nasional yvang harus  dilakukan.
Hal ini beralasan. karena sudah tidak akomodatif lagi
terhadap perkembangan masvarakat, hahkan tidalk
aspiratif dengan kondizi manusia. alam dan tradisi
bangsa.

Apabila ditelusuri kembali keinginan membaharui
hukum pidana di Indonesia selama ini, termasuk bidang
hukum lain. ternyata wusaha tersebut sudah dimulai
sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal
17 Agustus 1945 vang justru merupakan fonggak gejarah
pembangunan hukum dan cita pembaharuan hukum.

Tindakan untuk membaharui hukum pidana ini
ingin memperlihatkan bahwa pembangunan Sistem Hukum
Nzsional di Indonesia hendaklah mencerminkan filosofis
dan hudaya bangsa vang dimilikinya. Dengan kata
lain. pembangunan hukum haruslah memberikan ciri dan
karakteristik sistem hukum Nasional.

Apa vang diutarakan ini merupakan respons atas
Perumisan tujuan nasional sebagaimana yvang tertuang
dalam Alinea TV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
vakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan wuntuk
memajukan kesedjahteraan umum berdasarkan Pancasila"”.
Pandangan inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut
sebagai "garis kebijakan umum vang menjadi iandasan dan

sekaligus ftujuan politilk hukum di Indonesia”.
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Bahkan menurut Barda Nawawi Arief. ini pula yang menjadi
landasan dan tujuan dari setiap usaha pembahéruan hukum,
termasuk  pemhaharuan  di bidang hulkum pidana dan
kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia. 64

Bebagai  tindak lanjut dari keinginan untuk
membangun hukum di Indonesia. inklusif membaharui hukum
pidana. maka sejak awal pemerintahan orde bharu
pembangunan  hukum memang sudah mualai dikonespkan
melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA)
sebagaimana tertusng dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) vang ditetapkan Majelis Pemusyawaratan
Eakyat setiap lima tahun sekali.

Jika ditelusuri konzep pembangunan hukum di
Indonesia, sebenarnya sejak tahun 1980 sudah dibicarakan
melaluil Majelis Permusvawaratan Rakyvat Sementara (MPRS)
melalui TAP MPRS No. IT/MPRS/1960 tentang Garis-garis
Rezar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana
Tahapan Pertama (1961 - 1969), vang menvatakan secara
sederhana bahwa “Hendaknya asas-asas Pembinaan Hukum
Nasional itu sesuai dengan Haluan Negara dan
berlandaskan hukum adat vang sesuai dengan perkembangan
kesadaran rakyvat Indonesia dan tidak menghambat

terciptanya masyarakat vang adil dan makmur".

64) Barda Nawawi Arief (V), Op. Cit., hal, 1
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Secara sistematis dan terencana, pembangunan hulkum
baru dimulai sejak tabhun 1974 melalui Pelita IT. di
mana. | konsep pembangunan hukum secara menyeluruh
dilaksanakan dengan tuijuan "untuk menciptakan budaya dan
gistem hukum nasional' sebagaiamans tertuang di  dalam
rokok-pokok kebijaksanaan serta garis-garis besar
program pembinaan hukum. Selanjutnya dalam GBHN Tahun

1988, yakni melalui TAP MPR No. II/MPR/1988 antara lain

ditegaskan bahwa "fungsi hukum adalah sebagai
kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur
masyarakat’”.

Dalam perkembangannya, usaha untuk mewujudkan
pembangunan Sistem Hukum Nasional belum berﬁalan dengan
baik. mengingat sejak Pembangunan Jangka Panjang
Pertama (PJP 1) pembangunan bidang hukum hanya
dialokasikan sebagai =alah sektor pembangunan dari
bidang Politik. Dengan kondisi ini, memang hukum sulit
untuk berkembang karena bagaimanapun Juga hukum
merupakan alat rekayasa dari kekuasaan politik. Pada
rihak lain. fungsi hukum sendiri diharapkan dapat
merupakan alst uﬁtuk merubah masyvarakat, termasuk di
~dalemnyva esistem sosial dan berbagai atribut sosial
hudava yang dimilikinya;

Berdasarkan pengalaman tersebut, dalam GBHN tahun
1993, vakni melalui TAP MPR No. TT/MPR/1993 pandangan

dan  konsep mengenai pembangunan Sigstem Hukum Nasional
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serta arah perkembangannva semakin Jjelas dan sistematik.
Hal ini Jelas terlihat dalam Rencana Strategi
Pembangunan Hukum WNasional pada Jangka Panjang EKedua
(PJP  II) yang diatur dalam Bab I huruf C butir 5 vang
antara lain menggariskan bahwa sasaran jangka panjang
pembangunan bidang hukum untuk Pembangunan Jangka
Panjang Tahap IT melipti:

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional
vang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-
Undang dasar 1945 dengan memperlihatkan kema,jemulkan
tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin
kepastian. ketertiban, penegakan. dan raerlindungan
hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,
serta mampl mengamankan mendukung pembangunan
nasional, vang didukung oleh aparatur hukum, sarana
dan prasarana yang memadai serta masyarakat vang
sadar dan taat hukum.

Punaryati Hartono dalam menanggapi konsep remikiran
dimaksud wmengomentari bahwa diperlukan adanyva acuan dan
pagangan seluruh  bangsa Indonesia, khususnya yvang
berkecimpun dalam bidang bukum untuk secaras bertahap
sampal sasaran lima tashun maupun sasaran Jangka panjang,
vaitu berfungsinyva Sistem Hukum Nasional kita secara
mantayp dalam negars  hukum Republik Indonesia. B85
Selaniutnya dijelaszkan:

Untuk mewnindkan berfungszinya sisztem hukum nasional

herdasarkan kema.Jemukan tatanan hukum yvang
berlaku, maka “dalam menyusun rencana dan Program

43) Sunaryati Hartona (II). Perencanaan Pembangunan_ Hukum Nasional

( Materi Hukum, Proses dan Mekanisme. DalamPJP II}) dalam
Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat PADJADJIARAN,
Jilid XXII, Womer: 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum Universitas

Padjadjaran, Bandung., 1995, hal. 29
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pembangunan hukum untuk kurun waktu PIP I,
diperlukan usaha untuk menginventarisasi,
mengkompilasi dan mengharmonisasikan unsur—unsur
kemajemukan tatana? hukum yang ada itu dengan Cita
Hukum Nasional". ©©

Jika diperhatikan perkembangan pembangunan hukum
gelama ini, ternvata arah dan perkembangannya sejak PJP
T hingga memasuki PJP II vang gaat ini sedang
berlangsung kian. semakin Jelas. Ini tampak terlihat
dalam TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara vang menegaskan:

Pembangunan bidang hukum dalam Sasaran Pembangunan
Lima Tahun Ketujuh adalah "Terwududnya sistem hukum
nasional vang bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 melalui penataan hukum
nasional dengan memantapkan kerangka sistem hukum
nasional, renginventarisasian dan renyeslaian
unsur-unsur tatanan hukum dalam ranzka pembaharuan
hukum nasional, peningkatan kualitas penegakam
dan tertib hukum. remhinaan aparatur hukum,
sarana dan prasarana hukum vang memadai serta
peningkatan kesadarn. kepatuhan., ketaatan hukum,

digiplin nasional serts lebih dihormati dan
dijunjung tingginya hak asasi manusia demi
terwiniudnys budava hukum daéém kerangks

pembangunan dan pembaharuan hukum.

Berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional
tersebut. Barda Nawswi Arief wmengomentari "pembangunan
sigtem hukum nasional (SHN) disamping hendaknya dapat
menunjang pembangunan nasional dan pergaulan inter-
nasional . namun Juza harus bersumber dan tidak
mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum vang hidup

dan  berkembang di dalam masyvarakat. Jadi diharapkan

641 Ibid.. hal. 31

67) Lihat TAP MPR No. II/MPR/1993, Aneka Ilmu, Semarang, 1993
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‘ : o . 8
ada indentitas atau karakteristik SHN Indonesgia. 61

Memahami avra vang dijelaskan di atas. sebenarnya
dapat disimpulkan hahwa proses perencanan pembangunan
Sistem Fukum Nasional. termasuk rembaharuan hukum
pidana di Indonesia mempunyval dasar dan alasan vang
kuat, teristimewa upaya untuk menggali dan mengakomodasi
pembangunan Sistem Hukum Nasional dengan bertumpu pada
kondisi manusia. alam dan tradisi bangsa.

Yang menarik adalah., bagaimana pembangunan Sistem
Hukum HNasional itu dilihat sebagai suatu proses dari
upava konkret wuntnuk wencipbtakan hukum di  Indonesia
zesual dengan cita-cita hukum. Pertanyaan ini beralasan,

karena wmevurut Sunarvati Hartono: 69

Sistem Hukum Nasional itu Juga merupsakan hasil
proses harmonisasi  antars  sejumlah unsur dan vang
diolah berdasarkan paradigma. asas-asas, norma dan
metode hukum vang pasti, sebagaimana YVANg
dizepakatl dalam tahap-tahap pembangunan hukum dari
waktu ke waktu. Dengan kata lain, Sistem Hukum
Nasional merupakan produk vang merupakan luaran
(output) pengolahan (proses) tertentu dari sejumlah
faktor masukan (input) tertentu. baik intern maupun
ekstern (internasional).

Dari pemikiran Sunaryati Hartono ini, mungkin vang
perlu . dipermasalahkan adalah bagaimana pemnbangunan

aistem hukum nasional. inklusif pembaharuan hukum

68) Barda Nawawi Arief (VI), Permasalahan Hukum Adat Dalam
Pembangunan _Hukum Di Indonesia, dalam Majalah Masalah-Masalah

Hukum, Fakultas Hukum Universitas DPipanegoro, Semarang, Momor:

3 Tabun 1997, hal. 23

69) Sunaryati Hartono (II), Op. Cit., hal. 32
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pidana benar-benar bertumpu pada nilai-nilai budaya
bangsa. |
_Pertanyaan di atas =angat akomodatif, karena
kesadaran tentang mutlalk diperlukannyva secara sistematis
hagaimana Sistem Hukum Nasional itu dibangun, telah
mendorong pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia untuk

menvelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah, seperti
HGeminar Hukum Nasional. Simposium. Lokakarya Hukum
bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan

organisasi profesi hukum vang ada, bahkan dengan
melibatkan berbagai pakar hukum dari lingkungan praktisi
dan teoritis.

Dengan keadaan‘ demikian diakui bahwa saat ini
konfigurasi hukum Indonesia tersusun atas sistem hukum
adat. sistem hukum Islam. sistem hukum barat, dan Sistem
Hukum Nasgional yang hertumpu pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, vang berwuiud perundang-undangan,
vurisprudensi dan hukum kebiasaan. (¢ Dalam kaitan 1itu,
maka Sistem Hukum Nasional adalah: 71

Seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan

norma hukum, maupun aparatur dan lain-lain sumber

daya manusia vyang tergabung dalam lembaga dan
organisasi  hukum selanjutnya, proses dan prosedur

70) Sunaryati Hartono (III), Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana
Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan
Guru Besar di Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991, hal. 25

71} Sunaryati Hartono (IT), Loc., Cit,
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serta interaksil dan pelaksanaan hukum yang secara

utuh  mewujudkan dan menggambarkan kehadiran suatu

tatanan hukum (rechisorde dan rechtsordening) yang
menumbuh-kembangkan kehidupan herbangsa, bernegara.
dan bermasvaraksat vang berdasarkan nilai-nilai

Fancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Mengenai pembangunan Sistem Hukum Nasional yang
bertumpu  pada hukum adat dan hukum agama, Barda Nawawi
Arief selanjutnys menjelaskan:

Kajian terhadap hukum adat dan agama vang hidup

dalam wmayvarakat pada hakikatnva merupakan upayva

untuk  lebih memshami sistem/keluarga hukum “vang
lain” daripada yang selama ini kita warisi dari

Zaman rendajahan,  yaitu s%gtem/keluarga hukum

kontinental atau eofvil law". >

Jika dipahami  kedua pendapat terakhir di  atas,
jelaslah hahwa usaha untuk wembangun dan membentuk
Histem Hukum Nasional, inklusif pembaharuan hukum pidana
berdasarkan kajian hukum adat dan hukum agama merupakan
hzl vang patut dilaksanaksn. Ini sangat beralasan karena
di dalam masyarakat Indonesia terdapat kemajemukan
tatanan hukum, vakni Tberupa sub-zub sistem hukum
(lokal) dari berbagai kelompok masyarakat vang
cenderung diwarnail oleh berbagai latar belakang tradisi
dan budaya yang saling berbeda. Karena itu diingatkan
oleh Barda Nawawi Arief: 73

Melakukan kajian huktum adat atau nilai-nilai

hukum vang hidup pada hakikatnya merupakan

”amanat/tantangan/ kebutuhan nasional" dalam rangka
upaya pembangunan Sistem Hulkum Nagional. Ini

72) Barda Mawawi Arief (VI}, Ibid. hal.24

73) Ibid, hal. 25, atau lihat pula Barda Nawawi Arief (I1}, 0Op.
Cit., hal. B84 :
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bherarti, seyogvanya upava untuk menggali dan
mengkadi nilai-nilai hukum adat atau hukum yang
hidup dalam masvarakat untuk kemudian di-

transformasikan ke dalam sistem hukum nasional.

Magalah menarik vang dapat dikemukakan dalam

kaitannya dengan pembangunan sistem hukum nasional ini

adalah, bagaimanakah wujud pembaharuan hukum pidana di
Indonesia vang dilakukan berdasarkan nilai-nilai hukum
adat atau hukum_yang hidup dalam masyarakat saat ini.
FPertanyaan ini dianggap penting, sebab upava untuk
membaharui. hukum pidana bagi bangsa Indonesia merupakan
kebtutuhan vang paling essensi.

Dalam menjawab pertanvaan tersebnt, menarik untuk
dipahami dua pertanvaan Sudarto vang pernaﬁ dikemukakan,
vakni: 74
1. Apakah vang menjadi ukuran dari pembentuk undang-

undang menetapkan sesuatu perbuatan menjadi rerbuatan

vang dapat dipidana?

D

Apakah kriteriumnya bagi pembentuk undang-undang
untuk_ menetarkan ancaman pidana terhadap tindak
ridana vang satu lebih tingei daripada ancaman ridana
prada tindakan ﬁidana yvang lain?

Ternvata tindakan membaharui hukum pridana ini
bukan saja dialami oleh bangsa Indonesia, tetapi Jusa
negara-negara berkembang lainnya, seperti di Yugoslavia

tabun 1951 telsah membaharii KUHP mereka, demikian Juga

74) Sudarto (II), Op. Cit.. hal. 42 - 43
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di. Korea tahun 1953, Negara Hijau (Greenland) tahun
1954, Mali tahun 1861, Swedia tahun 1965, Republik
Demokrasi Jerman, tahun 1968, Polandia tahun 1969, dan
Republik Federasi Jerman tahun 1973. Di Uni Soviet pada
tahun 1988 telah menetapkan Fundamentals of Criminal
Tegislation, vyang haruzs diikuti oleh negara-negara
bagisnnva.

-Jika demikian halnyva., apa sebenarnya yvang mendasari
upava pembaharuan  hukum  pidana  diberbagail negara,
teristimewa negera-negara herkembang.

Menﬁrut Barda Nawawi Arief, “pada hakikatnya
pembaharuan hukum pidana berarti suatu reorientasi dan
reformasi hokum pidana positif dilihat dari konsep
nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio-
filﬁaofik, goslo-politik dan sosio-kultural) yvang
melandasi kebijakan sosial. kebijakan integral kriminal
dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia". 75

Pemikiran Barda Nawawi Arief terakhir di atas,
memang sejalan dengan pendapat Sudarto, 76 Vang menegas-—
kan:

Sebenarnva terdapat keterkaitan antara hukum pidana

dengan ideologi politik suatu  bangsa. Pengaturan
dalam hukum pidana merupakan rencerminan dari

73) Barda Nawawi Arief (VII), Bunga Rampai Kebiiakan Hukum Pidana,
Citra Aditya, Bandung, 19%6, hal. 32, atau lihat pula Barda
Nawawi Arief (II), op. cit., hal. 111

76) Sudarta (V), JHukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar
Baru, Bandung, 1983, hal. &3
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ideologi politik suatnu bangsa di mana hukum itu
berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa

se luruh hangunan hulouam itu hertumpu pada
pandangan politik vang sehat dan konsisten. KUHP
dari negara-negara Eropa Barat vang bersifat

individualistis 4tu hercorak lain daripada KUHP
dari negara-negara Eropa Timur vang berpandangan

politik sosialis. Di negara kita pandangan
politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan
pandangan tentang hukum pidana erat sekali

berhubungan dengan pandangan yang umum tentang

hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang

kriminalitas (kejshatan).

Ditinjau dari aspek sejarah perkembangan hukum
pidana di Indonesia selama ini, pembaharuan hukum
pidana sudah dimulai lsejak tanggal 26 Februari 1946,
vakni Dberdasarakan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun yang menarik dari
rembaharuan tersebut ardalah, bhagaimana me lakukan
prerubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana
Tndonesis vang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-
dazar filosofis Jamen kolonial Belanda ke arah tata
hukum pidana dan hukum pidana Indonesia vang

herdasgsarkan ASAS—38as dan dasar—-dasar filozscfis

Q

Pancasils.

Nalam kaitan itu. maka vang menarik untuk dipahami
adalah pendapat Satiipto Rshardico vangz mengemukakan
hahwa "sehubungan dengaﬁ penerimaan Pancasila sebagai
norma dasar bhagi tata hukum Indonesia, maka tidak Jarang
orang akan mengatakan bahwa Pancasila itulah yang

menentukan mana yvang bisa diterima oleh tata hukum
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Tndonesia"™. 77  Rahkan oleh Roeslan Saleh juga tekankan,
“_ .. seperti dikatakan oleh Paul Scholten bahwa kita

mengisi asas-asas hukum itu dengan pandangan hidupnya

sendiri, waka bagi kita meniadi suatu pengadian untuk
mengisi asas-ssas hukum vang paling fundamental ini oleh
karenannva Aadalah paling penting hagi hukum dan
','ff)

[

pembangunan bhukum Indonesia’™.

Dengan pendapat Satiipto dan Roeslan Saleh

tersazbut, mendadi Jelaslah habhwa perubahan terhadap
i hukum pidana Indonesia harus didasarkan pada Pancasila
sehagal dasar filosofis bangsa Indonesia.

Pandangan ini setidak-tidaknya terkandung di dalam
maksuad  dari Pasgal V dan Pasal VIII Undang-Undang
Nomor: 1 Tahun 1946, di mana penyesuaian Wetboek van
Strafrecht wvoor Nederlansch Indie vang berlaku saat

it harus didazarkan pada sguasana kemerdekaan

Indonesia, walaupun pada dasarnya asas-asas hukum
widana kolonial itu sendiri masih tetap mempengaruhi
praktel pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.
Menyimak kemball maksud dari dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor: 1 Tashun 1948, maka vang menarik untuk

diketengahkan di sini adalah (a) bagsaimanakah perubahan

77} Satjipto Rahardjo (I), Hukue dan Perubaban. Sosial, Alumni,
Bandung, 1983, hal. 124

78) Roeslan Saleh {11}, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum
Nasional, Karya Dumia Pikir, Jakarta, 1994, hal. 24
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dan atau penvestuaian itu dilandaskan pada manusia,
alam dan tradisi bangsa; serta (2) apakah perubahan
dan atau penvesualan tersebut Jjuga didasarkan pada
asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum

pidana nasional. 79

Selanjutnva aﬁabila diikuti rerkembangan
pembaharuan hukum pidana di Indonesia sejak herlakunya
Indang-indang Nomor: 1 Tahun 1946 hingga kini, maka
pengiujiannyva memang senantiasa didasarkan pada ilmu
hukum pidana itu sendiri. walaupun masih tampak bhanyak
kekurangan bahkan terkadang kurang memuaskan. Pemikiran
ini tentu bukan hanya dirasakan dalam rangka penyusunan
kitab undang-undang hukum pidana Indonesia secara
rraktis, tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan ilmu
hukum pidana Indonesia itu sendiri.

Memahami apa vang dikemukakan ini, Barda Nawawi
Arief ketika menjelaskan obhjek ilmu hukum pidana positif
Indonesia dalam Pidato Peresmian dan Pengukuhan Guru
Besarnva dalam Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum

UIniversitas Diponegoro Semarang Tahun 1994 lalu, antara

lain mengemukakan hahwa dilihat dari aspek pengem-

7?) Barda Nawawi Arief mengkonmstatir, "... yang patut digali adalah
berbagal kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang
terkandung di dalam hukum yang hidup. Dari berbagai kesamaan
asas dan norma Itulah, setelah dikaji dan diuji oleh nilai-
nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila,, dapat kiranya

diangkat wmenjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana *

- positif nasienal. Lihat untuk itu Barda Nawawi Arief (1I),
Op. Cit., hal., 123
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hangan ilmu hukum pidana, ada sesuatu yang dirasakan
"kurang memuaskan'”. “memprihatinkan’ - atau setidak-
tidalknya ada sesuatlu vang selavaknya patut
"diwaspadai" dari ‘penyajian IHP positif selama ini,
karena hevorientasi pada EUHP.

Apa yang dikuatirken oleh Barda Nawawi Arief itu
memang beralasan, karena bagaimanapun Jjuga asas-asas dan
dasar-dasar hukum pidana yang dipahami saat ini oleh
khususnya kalangan hukum, merupakan produk dari zaman
Hindia Belanda.

Barda Nawawi Arief justru menyebut berasal dari
keluarga/sistem hukum kontinental (Civil Law System),
atau yang menurut Rene David disebut dengan "the Romano-
Germanic family"”, vang cenderng dipengaruhi oleh ajaran
vang menonjolkan paham individualism, liberalism, and
individual rights. B0

Jiwa KUHFP yang demikian memang pernah terungkap di
dalam ROU mengenai Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata
Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia sebagaimana
Konsep Pertama Buku I Baru, tahun 1964 . Adapun

penielasan umum, RUU tersebut sebagai berikut: 81

80) Ibid., hal, 101

81) Moeljatno (II), Atas Dasar_ Atau Asas-Asas_ Apakah Hendalknya

Hukum Pidana Kita Dibanqun?, Prasaran pdaa Kongres Persahi II,
Surabaya, 15- 12 Juli 1944, hal. 2 -~ 3 dalam Barda Nawawi
Arief (II}, Loc., Cit.
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Walaupun UU No., 1 Tahun 1948 telah berusaha untuk
menyvesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana
dengan suasana kemerdekan, namun pada__hakikainya
agas-asas _dan. dasar-dasar tata hukum pidana dan
hukum.._pidana. . masih dilandasakan_ pada __ilmu __hukum

vidana.  dan__praktek hukum..pidana. . kolonial, vang
mewadibkan adanva konkordansi dengan yang ada di

negeri Belanda. ..... ... it

Mungkin disadarilah, bahwa UUJ No. 1  tahun 1946
adalah hukum peralihan. yang ...... mewa]ibkan,
S1IPAVA asag—-asas dan dasar-dagar vang tama
divwdi., ...... akan tetapi ..... rengwiian  itu
berijalan sangat lambhat atau @ama sekali tidak
memuaskan  ......... Hal ini mengakibatkan. bahwa

pada_ hakikatnva.  asas-asas.  dan. __dasar-dasar.__tata
hukum. pidana._dan hukum pidana nasional_magih.. . tetap
bertahan. dengan. selimut . dan wajah_Indonesis.

Secara singkat dapat diasumsikan bahwa perkembangan

dari perubahan dalam hukum pidana di Indonesia selama

ind

(1)

—~

Lp]

terjadi melalui dua bentuk, yakni;

Pembaharuan terhadar kitab undang-undang hukum
pidana (KIJHP) wvang merupakan peninggalan dari
kolonial Belanda.

Di  =ini remerintah Indoneszia telah melakukan
renvusunan kembali terhadspr Rancangan Konsep Kitab
Indang-Undang Hukum Pidana vang dimulai sejak tahun
1983 melalui Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN)
vang kemudian berganti nama menjadi Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN) hingga kini;

Pembentukan beberapa perundang-undangan hukun pidana
(khusus) guna melengkapi kekurangan vang helum
terakomodir di  dalam KUHP vang saat ini berlaku,
seperti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1846 tentang

Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor: 20
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Tahun 1946 tentang Penambahan Jenis Pidana Tutupan
dalam Pasal 10 KUHP, Undang-Undang Nomor: 7 Drt
Tahun 1855 +tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Peradilan  Tindak  Pidana  Fkonomi, dan lain
sebagainva.

Dari rpenjelasan di atas, dapatlah disimpulkan
bahwa pembaharuan hukum pidana vang telah dan sementara
dilakukan di Tndonesia saat ini memang sangat penting
dan beralasén untuk dilakukan. Oleh sebab itu mungkin
vang ‘ perlu dipahami dan dijelaskan selanjutnya
adalah, (1) bagaimana kaitan antara pembaharuan hukum
pidana yang telah dan sementara dilakukan saat ini,
dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial: (2)
hal-hal apa saja vang diperhatikan di dalam pembaharuan
hukum pidana di Indonesia. |

Kedua pertanyaan di atas sangat relevan untuk
dikemukakan, mengingat bagaimanapun Jjuga dasar. dan
kerangka pijak untuk melakukan pembaharuan terhadap
hukum pidana di Indonesia haruslah dilihat dalam
konteks keterkaitan dengan kebijakan lainnyé.

Menijawab permasalahan dimaksud, Barda Nawawi Arief
antara lain mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidaha
(penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik

hukum pidana (penal policy). 82 Istilah kebijakan

82) Barda MNawawi (VII}, Op. Cit., hal. 30
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hukum pidana itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief
dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum

pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum
pidana ini sering dikenal dengan berbagal istilah,
seperti "penal  policy”, "eriminal law policy"” atau
"strafrechtspolitiek". B3

Dikemukskan oleh Barda Nawawi Arief, untuk memahami
rengertian  kebijakan atau politik hukum pidana ini,
sebaiknya dilihat pengertian politik hukum maupun
dari politik kriminal. Menurut Sudarto, vang dimaksud
dengan politik hulum adalah:

1. Ussha untuk mewuiudkan reraturan-peraturan yvang
baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu s=aat. '

4. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang
berwenang wuntuk menetapkan peraturan-peraturan
vang dikehendaki vang diperkirakan bisa diguna-
kan untuk mengekspresikan apa yang terkandung

dalam masyarakag dan untuk mencapai apa vyang
dicita—citakan. 59

Dengan pengertian tersebut, Sudarto selanjutnya

menjelaskan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana"

" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana vang paling baik dalam arti

memenuhi  svarat dan davaguna' . 86 Bahkan dalam bagian

B3) Ibid, hal. 27
84) Sudarte (II), op. cit.. hal, 1589
85) Sudarto (Vv), 0p. €it.. hal. 20

84) Sudarte (II), Op. Cit., hal. 161
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lainnya dinvatakan bahws 'melaksanakan - politik hukum
pidana"” berarti nusaha wntuk mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan
B7

>

datang.

| Barda Nawawi Arief dalam menyimpulkan pemikiran di
atas, berpendapat bhahwa "dilihat sebagai bagian dari
politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti
bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu
perundang-undangan ridana vang baik". Menurutnya,
pengertian politik hukum pidana di atas terlihat pula
dalam definisi "penal policy” dari Marc Aneel, yakni
"suatu  ilmm sekaligus s=seni vang bertujuan untuk
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara
lebih baik".

Selanjutnya dijelaskan, bahwa yvang dimaksud dengan
"peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam
detinisi Marc Ancel itu Jjelas adalah peraturan
perandang-undangan hukum pidana. Dengan demikian,
istilah "penal policy" menurut Marc Ancel adalah sama

dengan istilsh “"kebijakan atau politik hukum pidana“. 38

87) Sudarto (V), Op. Cit., hal, 93 danp 109

88) Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief (VII), Op. Cit., hal. 28
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Q

Sama halnya dengan Marc Ancel, A. Mulder 8¢

mengemukakan bahwa “"politik hukum pidana” adalah garis
kehijakan untuk menentukan:

1. Seberapa Jauh ketentuan-ketentuan pidana yang
berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

2. Apa vang dapat diperbuat untuk mencegah
terjadinys tindak pidana;

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan
dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam menyikapi pendapat Mulder ini, Barda Nawawi
Arief mengomentari bahwa definisi Mulder di atas
bhertolak dari pengertian "sistem hukum pidana” menurut
Mare Ancel vang menvatakan hahwa setiap masyarakat
vang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang
terdiri dari:

(1Y Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;

{2) Bustu prosedur hukum pidana; dan

(3) Suatu mekanisme pelaksana (pidana).

Dalam pandangan demikian. Barda Nawawi. Arief
kemudian menvimpulkan: 20
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan
hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak
dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

kedahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana
Juega merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan

perkataan Jlain. dilihat dari sudut rolitik
kriminal. maka rolitik hukum pidana indentik
dengan rengertian "kebhijakan penanggulangan

kedahatan dengan hukum pidana”.

Iseha penanggulangan kedahatan dengan hukum pidana
rada hakikatnya Jjuga merupakan bagian dari usaha
penegakan hukum (khususnva penegakan hukum pidana).

89) Mulder, _ Strafrechtspolitiek Delikt en Delinkwent, Mei 1980,
hal. 333 dalam Barda MNawawi Arief (VII), Loc. Cit

?0) Ibid, hal. 29 - 30
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Oleh karens itu sering opula dikatakan, hbhahwa
politik atau Lkebijaskan hukum pidana merupakan
bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (Law
enforcement policy).

1 samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat
pembuatan undang-undang { hukum) pidana pada
hakikatnya Juga merupakan bagian integral dari
usaha perlindungan masyarakat (social welfare).
Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan
ataua politik hukum pidana juga merupakan bagian
integral dari kebijskan atau politik scsial (s=ocial
policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat
cdiartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk
mencapai  kesedahterasn masyarakat dan sekaligus
mencakup perlindungan masvarakat.

Menvelusuri kembali apa yvang telah dijelaskan
gebelumnya. dapat dikemukakan bahwa sebenarnya terdapat
hulbuangan antara kehijekan sosial atau kebijakan
pembangunan dengan kebijakan kriminal, di mana di
dalamnva dikenal “kehijakan hukum  pidana" (penal
policyy. FKebijakan hukum pidana ini antara lain
membicarakan masalah pembabaruan hukum pidana atan penal
reform.

Apabila dibicarakan pembaharuan hukum pidana atau
prenal reform. sebenérnya terdapat kaitan erat dengan
latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan
hukum pidana itu sendiri. Latar helakang dan urgensi
diadakannva pembaharan hukum pidana tersebut menurut
Barda Nawawi Arief dapat ditinjau dari aspek sosio-
politik, aspek sosio-filosofik, sosio-kultural atau
dari herbhagai aspek kebijakan { khususnyva kebijakan
sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan prenegakan .

hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan

hukun pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek
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it Artinva, rembaharuan hukum pidana Juga pada
hakiketnva harus merupakan perwiujudan dari perubahan dan
rembaharuan tevhadap berbagal aspek dan kebijakan
vang melatarbelakanginya. Selanjutnyva dikemukakan oleh
Barda Nawawi Arief: 91

Pembaharuan hukumn pidana pada hakikatnya mengandung

makna suatuy upays untuk melakukan reorientasi dan
reformasi hulkum pidana Vang sesual dengan
nilai-nilai sentra sosio-politik, snzsio-filogofik
dan sogio-kultural masyvarakat Indonesia vang

melandasi kebijakan sosial, kehijakan kriminal dan
kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara
gingkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum
pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan

pendekatan vang berorentasi pada klebijakan
(policy—oriented approach) dan sekaligus pendekatan
vang herorientasi pada nilai {value-oriented

aporeoach).

Nalam randangan demiklan. Barda Nawawi Arief
menekankan bahwa pembaharuan hukum ridana harus
dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang
rada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu
langkah kebijakan atau 'policy"” (vaitu bagian dari
politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana,
politik kriminal, dan politik =mosial). Di!dalam setiap
kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai.
Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula
berorientasi pada pendekatan nilai.

Selanjutnya Jika dilihat dari sudut pendekatan

kebijakan, pembabharuan hukum pidana meliptui:

1) Ibid, hal., 31
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1. Sekagai. _._ _bagian. . .dari. . ..kebidakan_____ _sosial,
pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya
merupakan bagian dari upava untuk mengatasi
masalah-masalah sosial {termasuk masalah

kemanusiaan) dalam rangka mencapal/menunjang
tujuan nasional (kesejahteraan masyvarakat dan
sebagainysa);

2. Qebhagai. ...bagian.  _.dari Kkebiijakan kriminal,
pembaharuan hukum pidana rada hakikatnya
merupakan bagian dari upaya rerlindungan
masyarakat (khususnya upaya ' penanggulangan

kejahatan);

20

bebagal _bagian dari kehijiakan.penegakan hukum,
pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya
merupakan bagian dari upaya memperbaharul
susbtansi hukum (legal substance) dalam rangka
lebih mengefektifkan penegakan hukum.

nedangkan dilihat dari pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan
upayva  melakukan peninjausn dan penilaisn kembali
(re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-
politik, sosio filosofik dan sosio-kultural vang
melandasi dan memberi isi trhadap muatan normatif
dan substansl hukum pidana vang dicita-citakan.
Bukanlah (reformasi) pembaharuan hukum pidana,
apabhila orientasi nilai dari hukum pidana vyang
dicita-citakan (misalnva XUHP Baru) sgama saja
dengan orientasi nilai dari hukum pidana Jlama
warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Dengan memahami penjelasan mengenai pendekatan
vang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan vang
herorientasi pada nilai ini, Barda Nawawi Arief
menyvimpulkan:

Menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum

pidana diperiukan pendekatan yvang beroreintasi pada

kebijakan (policy oriented approach) vang lebih
bersifat pragmatis dan rasional, dan Juga

i pendekatan vang berorientasi pada nilai (wvalue
% Jugdment apprasch).

Selanjutnya ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief,

“antara pendekatan Lkebijakan dan pendekatan yvang
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berorientasi pada nilai Jjangan terlalu dilihat
sebagai suatu ‘"dichotomy", karena dalam rendekatan
kebijakan sudah seharusnya Juga dipertimbangkan
faktor-faktor nilai®. 92 Pandangan Barda Nawawi Arief
ini sebenarnya dilatar belakangil oleh pemikiran Roeslan
Saleh yang menegaskan: 93

Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa

pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana
dapat ditinggalkan s=saja. Juga syarat rasional

adalah suatu syarat moral (Wilkine. Morris dan

Howrad). Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan

oleh pertimbangan—pertimbangan vang bersifat etis.

Batas-Batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-

baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam

batas-batas dari apa yang secara etis dapat
diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang
rasional itu.

Penulis sependapat dengan apa yang diteéaskan oleh
Barda Nawawi Arief di atas, sebab bagaimanapun kecilnya
peranan suatu kebijakan, yang jelas pertimbangan nilai
merupakan pemikiran dasar yang patut dipefhatikan.
Melakukan kebijakan terhadap hukum pidana di Indonesia
harus pula memperhatikan aspek nilai dari makna dan
hakikat hukum pidana adat sebagai aspek sosio-kultural.
Bagaimanapun sederhananya perumusan suatu norma di dalam

hukum pidana adat serta di manapun perilaku adat itu

berada, terkandung. adanva kepentingan dibalik

92) Ibid, hal. 40 lihat pula Barda Nawawi Arief (V), Op.
Cit., hal. 44

?3) Roeslan Saleh (III), Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggqungjawaban
Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 44
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perumusaﬁ tersebut.

Sudarto dalam hubungan ini antara lain
menzomentari. ”dibelakang norma terdapat nilai (value).
Nilai merupakan dasar dari norma. Nilai dapat
diartikén sebhagail ukuran. yang disadari atau tidak
disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk
menetapkan aps  yang benar, vang baik dan- sebagainya.
Nilai mempengaruhi tingkah laku orang. Ukuran-ukuran
vang kita sebut nilai, wmisalnya kejujuran, kesetiaan,
keguﬁaan, keindahan. kehormatan, kesusilaan dan
sebagainya. 94

Pandangan demikian memang juga berlaku dalam hukum
pidana adat, di mana terhadap suatu pelanggaran atau
delik adat umumnya terkandung kepentingan untuk
melindungi sesuatu, apaksh itu manusia, benda maupun
alam =ekelilingnya. Ter Haar misalnyva mengemukakan,
"dalam ketertiban di masyarakat-masyarakat hukum keeil
rupa-rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (delict)
lalah setiap gangguan segl satu (eenzijdeg) terhadap
keseimbangan dan setiap renuburukan dari-segi satu pada
barang-barang kehidupan materieel dan imaterieel orang-
s2eorang. atau daripada Orang-orang banyak yang merupakan
sustu kesatuan (segeromholan)”. Menurutnya, Y.
tindakah itu menimbulkan adanya suatu reaksi berupa

74) Sudarto (II), Op. Cit., hal. 27 - 2B
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